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ABSTRAK
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 
(STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI)


NAMA: DELVELA OKTANIZA
NIM: 2110090811002

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program sosial yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dengan fokus pada akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Kota Dumai, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, serta proses penentuan kriteria kemiskinan belum tepat sepenuhnya, sehingga mempengaruhi efektivitas program PKH. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pelaksanaan PKH di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
Berdasarkan gejala masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk Mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. (2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang mencakup aspek Pemahaman program, Tepat sasaran, Tepat waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dari pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Korkot PKH, Pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Data dianalisis menggunakan triangulasi untuk memperoleh validitas dan keakurat informasi yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Dumai berjalan efektif dengan dukungan Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pendamping yang memberikan pemahaman tentang manfaat program di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendamping rutin melakukan sosialisasi lewat kunjungan dan WhatsApp, seleksi penerima dilakukan terorganisir dengan data validasi ketat meski ada kendala, dan penyaluran bantuan umumnya tepat waktu. Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi penerima, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian, sehingga berhasil memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan.
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Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat didefinisikan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan perspektif para penilai/analis. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan satu atau lebih kemampuan dasar yang diperlukan untuk mencapai fungsi minimal dalam hidup bersosial (Tamboto & Manongko, 2019). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia (Najidah & Lestari, 2019). Ini mencakup tidak hanya kekurangan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan medis yang penting (kemiskinan akibat kondisi kesehatan yang buruk). 
Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih juga belum bisa teratasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kemiskinan menjadi isu yang sangat menakutkan di Indonesia, memberikan dampak buruk dan berkelanjutan pada kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini sudah seharusnya menjadi cerminan bagi pemerintah untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, lapangan pekerjaan, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan (Irvanasari, 2018).
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, terdiri atas 9 Kriteria Kemiskinan, meliputi:
1. Tidak memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari ;
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja ;
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir ;
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan / atau plesteran ;
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tampa diplester, rumbia, atau seng ;
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas ; dan 
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).	
Dalam konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah,dan berkelanjutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang sistematis. Hal ini pun merupakan implementasi dari tujuan negara, sebagaimana halnya yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia” (Murwadji, 2016).
[bookmark: _Toc206053680][bookmark: _Toc206055712][bookmark: _Toc206059911]Pemerintah Kota Dumai berupaya mengurangi kemiskinan dengan program-program yang langsung menyentuh masyarakat miskin sehingga dengan cepat dapat menanggulangi angka kemiskinan di Kota Dumai. Masalah kemiskinan bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Dumai. Kondisi kemiskinan terlihat nyata di tengah masyarakat, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan. Situasi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan, sehingga penanggulangannya menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta pencegahan munculnya kemiskinan baru. Berikut jumlah penduduk miskin di Kota Dumai pada tahun 2021 s/d 2024 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.
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Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2024
	Tahun
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
	Persentase (%)

	2021
	10,57
	3,42

	2022
	10,00
	3,20

	2023
	10,15
	3,21

	2024
	10,02
	3,14


Sumber : BPS Kota Dumai 2024 

Berdasarkan Tabel I.1 di atas menunjukkan data jumlah penduduk miskin dalam ribuan orang dari tahun 2021 hingga 2024. Dalam periode tersebut, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 10,57 ribu orang dengan persentase 3,42%. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 10,00 ribu orang, yang juga tercermin pada persentase yang turun menjadi 3,20%. Meskipun terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sedikit pada tahun 2023, menjadi 10,15 ribu orang, dengan persentase yang stabil di 3,21%.
Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 10,02 ribu orang, yang menunjukkan adanya upaya dalam penanganan kemiskinan di daerah tersebut. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 3,14%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren yang terlihat menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Dumai cenderung stabil dalam kisaran angka yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan program-program pengentasan kemiskinan yang telah diimplementasikan.
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program bantuan sosial yang dapat meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyedian kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semua berorientasi pada material, sehingga keberlanjutan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah (Sugiyana et al., 2022).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat sehingga bisa hidup dengan layak berusaha mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Rukmana & Citra, 2022).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 pasal 2 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, mengatakan Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2017).
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  Kota Dumai melakukan berbagai inisiatif untuk mengakhiri kemiskinan, salah satunya program pemberdayaan yang mampu mensejahterakan masyarakat atau keluarga miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia (Gultom et al., 2020). 
Dan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kemensos, 2018).
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (Pratiwi, 2020).
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Bencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut ini jenis program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial Indonesia, berfungsi untuk mencatat identitas penerima bantuan sosial (bansos) dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 2.065,59 km². Kota Dumai secara geografis terletak di pesisir pantai pulau sumatera sebelah timur yang memiliki wilayah seluas 1.772,38 km² dengan posisi geografis antar 101º23’37 - 101º8 13 Bujur Timur dan 1º23 23 - 1º24 23 Lintang Utara. 
[bookmark: _Toc206053681][bookmark: _Toc206055713][bookmark: _Toc206056883][bookmark: _Toc206059912][bookmark: _Toc206698502]Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Dumai memiliki 7 kecamatan dengan 36 kelurahan dan dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Dumai, dari Tahun 2021 s/d 2024.
[bookmark: _Toc209772812][bookmark: _Toc207790236][bookmark: _Toc207790533][bookmark: _Toc208397713][bookmark: _Toc209268059][bookmark: _Toc209636191]Tabel I. 2 
Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Dumai 
Tahun 2021 s/d 2024
	
TAHUN
	DTKS KOTA DUMAI

	
	JUMLAH INDIVIDU/JIWA
	JUMLAH RUMAH TANGGA/ KK

	2021
	141.936
	46.682

	2022
	143.777
	46.523

	2023
	136.101
	45.191

	2024
	132.112
	46.786


Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2024
Berdasarkan Tabel I.2 di atas menyajikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Kota Dumai dari Tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan Tabel I.2, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Dumai menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 141.936 individu dan 46.682 rumah tangga yang tercatat. Pada 2022, jumlah individu naik menjadi 143.777, sementara rumah tangga sedikit turun menjadi 46.523, menunjukkan perubahan sosial dengan jumlah rumah tangga yang berkurang namun anggota per rumah tangga tetap banyak. Tahun 2023 terjadi penurunan signifikan baik pada jumlah individu (136.101) maupun rumah tangga (45.191), kemungkinan akibat migrasi atau kondisi sosial ekonomi. Pada 2024, individu turun lagi menjadi 132.112, namun rumah tangga justru meningkat menjadi 46.786, menandakan kenaikan jumlah rumah tangga meskipun data individu belum lengkap. Secara umum, data ini menggambarkan dinamika populasi dan rumah tangga yang penting untuk perencanaan program kesejahteraan sosial di Dumai.
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan. Dalam jangka pendek, program ini meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin dan meningkatkan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Jangka panjangnya, PKH bertujuan memutus siklus kemiskinan antar keluarga. Adapun secara khusus, tujuan dari PKH menurut Pedum PKH (2008) terdiri atas:
1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak- anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. [bookmark: _Toc206012764]Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM (Utomo et al., 2014).
[bookmark: _Toc209772813][bookmark: _Toc206053682][bookmark: _Toc206055714][bookmark: _Toc206056884][bookmark: _Toc206059913][bookmark: _Toc206698503][bookmark: _Toc207790237][bookmark: _Toc207790534][bookmark: _Toc208397714][bookmark: _Toc209268060][bookmark: _Toc209636192]Tabel I. 3 
Kriteria Penerima Manfaat PKH
	Komponen
	Kriteria Penerima PKH
	Jumlah Bantuan (Rp)/Tahun

	
Kesehatan
	Ibu Hamil/nifas/menyusui.
	3.000.000

	
	Anak Usia Dini 0-6 Tahun
	3.000.000

	
Pendidikan
	Pendidikan tingakt SD/Mi sederajat
	900.000

	
	Pendidikan tingkat SMP/Mts sederajat
	1.500.000

	
	Pendidikan tingkat SMA/MA sederajat
	2.000.000

	
Kesejahteraan Sosial
	Lanjut Usia (70) Tahun
	2.400.000

	
	Disabilitas berat
	2.400.000


Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2024
Berdasarkan Tabel I.3 di atas menyajikan kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) beserta jumlah bantuan yang diterima dalam bentuk uang. PKH adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar. Komponen pertama meliputi kesehatan, khususnya ibu hamil atau nifas serta anak-anak berusia 0-6 tahun. Keluarga yang memenuhi syarat tersebut berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.000.000. Ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan ibu dan anak sebagai investasi penting bagi masa depan.
Komponen kedua adalah pendidikan yang terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, untuk jenjang SD/MI atau setara, keluarga yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000. Kedua, untuk jenjang SMP/MTs, bantuan yang diberikan sebesar Rp 1.500.000. Ketiga, untuk jenjang SMA/MA, keluarga berhak menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Terakhir, komponen kesejahteraan sosial mencakup lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas, yang akan menerima bantuan sebesar Rp 2.400.000. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang rentan. 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak dalam sebuah jaminan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tergolong kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan keuangan yang bersyarat, dengan harapan dapat mendukung pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan KPM dapat memanfaatkan bantuan sosial secara efektif, sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kementerian Sosial:
1. Bantuan Sosial PKH; 
2. Pendampingan PKH; 
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan 
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (Kementerian Sosial, 2021).
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memiliki Hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan keberhasilan program ini. Berikut kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH):
1. Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan;
2. Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
3. Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;
5. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure);
6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen (Kementerian Sosial, 2021).
[bookmark: _Toc206053683][bookmark: _Toc206055715][bookmark: _Toc206056885][bookmark: _Toc206059914]Secara keseluruhan, peran PKH sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan keuangan yang terfokus. Adapun jumlah penerima bantuan PKH tergambar dalam tabel sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209772814][bookmark: _Toc206698504][bookmark: _Toc207790238][bookmark: _Toc207790535][bookmark: _Toc208397715][bookmark: _Toc209268061][bookmark: _Toc209636193]Tabel I. 4 
Rekapan Jumlah Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2024
	
TAHUN
	AKSES PENERIMA KPM PKH
	
JUMLAH

	
	BRI
	POS
	

	2021
	1.257
	-
	1.257

	2022
	8.181
	-
	8.181

	2023
	6.933
	219
	7.152

	2024
	6.423
	363
	6.786

	JUMLAH
	23.376


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2024
Berdasarkan Tabel I.4 di atas menunjukkan data akses penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan jenis akses penerimaan, yaitu melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kantor POS. Pada tahun 2021, jumlah akses penerima KPM PKH hanya 1.257, semuanya melalui BRI tanpa menggunakan pos. Pada 2022, akses meningkat tajam menjadi 8.181, tetap hanya lewat BRI. Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 7.152, dengan 6.933 akses melalui BRI dan 219 melalui pos, menandakan mulai adanya variasi metode pencairan. Pada 2024, total akses kembali turun menjadi 6.786, terdiri dari 6.423 lewat BRI dan 363 lewat pos. Secara keseluruhan, dari 2021 hingga 2024, jumlah akses kumulatif mencapai 23.376, menunjukkan pola akses yang semakin beragam meski masih didominasi BRI. Data ini penting tidak hanya untuk distribusi bantuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam kesejahteraan sosial.
Seseorang bisa mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memenuhi beberapa syarat utama: menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan. Setelah terdaftar di DTKS, calon penerima PKH dapat mendaftar melalui petugas desa atau kelurahan, atau melalui aplikasi "Cek Bansos". Berikut adalah mekanisme lebih detail:
1. Pendaftaran DTKS
Calon penerima harus terlebih dahulu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendaftaran ini biasanya dilakukan di tingkat desa/kelurahan dan didasarkan pada musyawarah masyarakat untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan.
2. Pendaftaran PKH
Setelah terdaftar di DTKS, calon penerima dapat mendaftar secara online melalui aplikasi "Cek Bansos" atau secara langsung melalui perangkat desa. Pendaftaran secara online memerlukan pembuatan akun dan pengisian formulir, serta penguploadan foto KTP dan foto rumah.
3. Verifikasi dan Validasi
Setelah mendaftar, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah, termasuk pihak desa, dinas sosial, dan Kementerian Sosial.
4. Penyaluran Dana
Jika dinyatakan layak, calon penerima akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dana bantuan PKH akan disalurkan melalui rekening bank yang telah dibuka. Penyaluran dana dilakukan secara berkala dalam beberapa tahap dalam setahun.
Menurut Peraturan Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program  Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH
Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. 
2. Sosialisasi dan edukasi
Sosialiasi dan edukasi  dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera
Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH. Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH
Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH  dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH Penarikan dana Bantuan Sosial PKH.
5. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
[bookmark: _Toc206054829][bookmark: _Toc206060343]Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.  Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH  dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial (Kemensos, 2018).
[bookmark: _Toc208398407][bookmark: _Toc206699123][bookmark: _Toc207791352][bookmark: _Toc209268761]Grafik I. 1 
Perbandingan Jumlah DTKS Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2024 Dengan Jumlah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Dumai 
Tahun 2021 s/d 2024


	Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2024
Grafik I.1 di atas  yang disajikan menunjukkan perbandingan antara dua indikator, yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dari tahun 2021 hingga 2024. Pada sumbu vertikal, grafik ini mencerminkan jumlah peserta dalam ribuan, sementara sumbu horizontal menunjukkan tahun. Data DTKS menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan jumlah yang cukup besar, dimulai dari 141.936 pada tahun 2021, meningkat sedikit menjadi 143.777 pada 2022, kemudian turun menjadi 136.101 pada 2023 dan 132.112 pada 2024. Walaupun terdapat beberapa perubahan, jumlah DTKS tetap di atas 130.000 selama periode tersebut, menandakan konsistensi dalam proses pendaftaran dan verifikasi data kesejahteraan sosial. Sebaliknya, jumlah peserta PKH mengalami penurunan. Peserta PKH melonjak dari 1.257 pada 2021 menjadi 8.181 pada 2022, tetapi kemudian menurun menjadi 7.152 pada 2023 dan 6.786 pada 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan berkurangnya partisipasi atau penerima manfaat PKH akibat perubahan kebijakan atau kriteria penerimaan. Secara keseluruhan, perbedaan tren antara DTKS yang relatif stabil dan PKH yang menurun menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas program serta mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan dalam PKH.
Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat konsep penting yang disebut graduasi. Graduasi dalam konteks PKH adalah proses keluarnya keluarga penerima manfaat dari program bantuan sosial setelah mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan dan dinilai sudah tidak memerlukan bantuan lagi. Dengan kata lain, graduasi menandai keberhasilan keluarga dalam naik kelas dari status miskin atau rentan menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi.
Tujuan utama adanya graduasi adalah untuk mendorong keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan dukungan dari PKH. Proses ini penting karena PKH bukan hanya bertujuan memberikan bantuan langsung, tetapi juga mengarahkan keluarga agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan sosial. Graduasi membantu pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran dengan memantau keluarga yang sudah membaik agar tetap mandiri, dan memungkinkan bantuan kembali jika kondisi memburuk, sehingga menjadi indikator keberhasilan dan strategi efektif dalam penanganan kemiskinan PKH.
[bookmark: _Toc206053684][bookmark: _Toc206055716][bookmark: _Toc206056886]Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pendamping sangat penting sebagai salah satu aktor kunci yang ikut menentukan keberhasilan program tersebut. Pendamping PKH merupakan tenaga kerja yang direkrut dan diikat dalam sebuah kontrak kerja, yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menjalankan tugas pendampingan secara langsung di tingkat kecamatan. Menurut Departemen Sosial pada tahun (2009), Pendampingan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi sosial yang terjadi antara pendamping dan klien. Proses ini memiliki tujuan utama untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan dukungan sosial yang mereka miliki. Selain itu, pendampingan ini juga berfokus pada pemberdayaan dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya serta potensi yang ada, guna memenuhi kebutuhan hidup klien secara lebih baik. Lebih jauh, pendamping juga berperan dalam meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dasar, termasuk kesempatan kerja, serta fasilitas-fasilitas pelayanan publik lainnya yang dapat menunjang kualitas hidup mereka (Ayuh & Yuliani, 2020). Berikut jumlah pendamping PKH Kota Dumai tergambar dalam tabel sebagai berikut:




[bookmark: _Toc209772815][bookmark: _Toc206059915][bookmark: _Toc206698505][bookmark: _Toc207790240][bookmark: _Toc207790537][bookmark: _Toc208397716][bookmark: _Toc209268062][bookmark: _Toc209636194]Tabel I. 5 
Rekapan Jumlah Data SDM PKH Kota Dumai Tahun 2024
	KOTA
	KECAMATAN
	JABATAN
	JUMLAH SDM PKH

	DUMAI
	
	Koordinator Kota
	1

	DUMAI
	Kecamatan Bukit Kapur
	Pendamping Sosial
	4

	
	Kecamatan Dumai Barat
	Pendamping Sosial
	3

	
	Kecamatan Dumai Kota
	Pendamping Sosial
	3

	
	Kecamatan Dumai Selatan
	Pendamping Sosial
	3

	
	Kecamatan Dumai Timur
	Pendamping Sosial
	5

	
	Kecamatan Medang Kampai
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Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2024
Berdasarkan Tabel I.6 menyajikan rekapitulasi jumlah data Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai untuk tahun 2024. Data ini mencakup informasi mengenai jumlah tenaga pendamping sosial yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Dumai, serta koordinator kota yang bertanggung jawab atas program ini. Dengan total 24 SDM PKH, tabel ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi tenaga pendamping di wilayah tersebut.
Koordinator Kota PKH di Dumai diwakili oleh satu orang, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat kota. umlah pendamping sosial di masing-masing kecamatan berbeda, dengan Bukit Kapur paling banyak (4 orang) dan Medang Kampai paling sedikit (1 orang). Kecamatan lain seperti Dumai Barat, Kota, Selatan, Timur, dan Sungai Sembilan memiliki 3-5 pendamping sosial tiap wilayah. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan dan prioritas di setiap kecamatan, serta pentingnya peran pendamping sosial dalam mendukung keberhasilan PKH dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dumai. Dengan demikian, keberadaan SDM PKH di Kota Dumai sangat penting untuk mencapai tujuan program tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data ini penting untuk memahami distribusi sumber daya manusia PKH di tiap kecamatan, yang berperan dalam efektivitas pelaksanaan program bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Pendamping sosial bertugas:
1. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
3. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain (Kemensos, 2018).
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai sector unggulan dalam program PKH memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  Kota Dumai melakukan hal yang sama dengan pekerjaan sosial lainnya, membantu orang dalam meningkatkan dan menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas kehidupan dan memecahkan masalah sosial.

Mengingat pentingnya dalam meningkatkan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulis dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai)”.
B. [bookmark: _Toc206012444][bookmark: _Toc206052648][bookmark: _Toc206059478][bookmark: _Toc206695500][bookmark: _Toc207789622][bookmark: _Toc208397038][bookmark: _Toc209265967][bookmark: _Toc209266359][bookmark: _Toc209266793][bookmark: _Toc209266865][bookmark: _Toc209267486]Rumusan Masalah
Kementerian Sosial menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa gejala-gejala masalah diantaranya: 
a. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi cenderung fluktuatif dari Tahun 2021-2024 belum cukup menggambarkan tingkat penurunan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara signifikan.
b. Masih belum tepatnya proses penentuan kriteria kemiskinan, sementara basis data di dominasi oleh sistem yang terkoneksi oleh pusat.
[bookmark: _Toc206052649][bookmark: _Toc206059479]Berdasarkan gejala masalah yang ditemukan, maka yang jadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?)”.
C. [bookmark: _Toc206695501][bookmark: _Toc207789623][bookmark: _Toc208397039][bookmark: _Toc209265968][bookmark: _Toc209266360][bookmark: _Toc209266794][bookmark: _Toc209266866][bookmark: _Toc209267487]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
b) Untuk mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
b) Sebagai bahan penambahan dan pengembangan administrasi pada Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
c) Sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian permasalahan yang sama.


[bookmark: _Toc206695502]
[bookmark: _Toc207789624][bookmark: _Toc208397040][bookmark: _Toc209265969][bookmark: _Toc209266361][bookmark: _Toc209266795][bookmark: _Toc209266867][bookmark: _Toc209267488]BAB II
[bookmark: _Toc206012447][bookmark: _Toc206052651][bookmark: _Toc206059481][bookmark: _Toc206695503][bookmark: _Toc207789625][bookmark: _Toc208397041][bookmark: _Toc209265970][bookmark: _Toc209266362][bookmark: _Toc209266796][bookmark: _Toc209266868][bookmark: _Toc209267489]TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc206012448][bookmark: _Toc206052652][bookmark: _Toc206059482][bookmark: _Toc206695504][bookmark: _Toc207789626][bookmark: _Toc208397042][bookmark: _Toc209265971][bookmark: _Toc209266363][bookmark: _Toc209266797][bookmark: _Toc209266869][bookmark: _Toc209267490]Kerangka Teori
1. Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program (Rachman, 2022).
Efektif menurut kamus besar Bahasa Indonesia yakni segala sesuatu yang dapat membuahkan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya dan efeknya. Sementara itu “efektif” berasal dari Bahasa inggris yaitu effective yang berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik” (Sumbawati et al., 2020). 
Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut (Joko et al., 2022).
Menurut Ravianto (1989) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Masruri & Muazansyah, 2017).
Menurut P. Siagian (2001) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Luthfi, 2019).
Adapun krieria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (1978), yaitu:
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertidak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.
h. Sistem pengawasan dan pengedalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnay sistem pengawasan dan pengendalian (Amrizal et al., 2018).

Menurut Beni (dalam Rachman, 2022) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
Menurut Mahmudi (2016) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Joko et al., 2022).
Menurut pendapat Ricard M. Streers mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu: 
1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efesiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakan yaitu frekuensi dalam hal penbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan pera saan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satusam lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadaap rangsangan lingkungan (Joko et al., 2022).
Menurut pendapat Uber Silalahi dalam bukunya asas-asas manajemen mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan dalam menentukan tujuan atau sasaran yang tepat dan berhasil mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan dan dapat dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan” (Silalahi, 2011).
Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Amrizal et al., 2018).
Menurut Makmur (2011) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:
a. Ketepatan waktu
Waktu adalah sesuatu yang dapat menetukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Ketepatan perhitungan biaya
Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
c. Ketepatan dalam pengukuran
Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
d. Ketepatan dalam menetukan pilihan
Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya antara yang terbaik dan terjujur.
e. Ketepatan berpikir
Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
f. Ketepatan dalam melakukan perintah
Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.
g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetpakan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran
Penentuan sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menetukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri (Amrizal et al., 2018).
Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam pendekatan untuk efektivitas, berbagai komponen digunakan, di mana perusahaan mendapatkan masukan dari berbagai sumber lingkungannya. Menurut Marwansyah (2016) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan secara terpisah untuk mendukung efektivitas kerja dalam sebuah budaya baru, orang-orang perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang budaya lain itu dan kemampuan untuk menunjukan perilaku yang sesuai. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam perusahaan mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungannya. Pendekatan terhadap efektifitas terdiri dari:
1. Pendekatan sasaran 
Pendekatan ini mencoba mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu di perhatikan dalam pengukuran efektifitas ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan. Dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. 
2. Pendekatan Sumber 
Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat di ukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitarnya.
3. Pendekatan proses 
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai defenisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan organisasi (Joko et al., 2022).
Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan yang ditunjukkan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh masyarakat, atau kelompok sasaran. Sebenarnya, masalah efektivitas terkait dengan semua aspek kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, bukan hanya situasi konstitusional. Efektivitas juga terkait dengan rasionalitas dan efisensi. 
2. Efektivitas Program
Penyusunan program sangat penting untuk menentukan masa depan dan keberhasilan suatu organisasi, baik itu suatu negara maupun organisasi pemerintah. Manfaat penyusunan program tidak hanya berlaku untuk organisasi tertentu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, yang dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program. Program juga akan berfungsi sebagai target dan acuan data organisasi untuk melaksanakan kegiatan. Untuk dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan, maka diperlukan penggunaan sumber daya, seperti yang dikemukakan Terry dalam Wanardi (2006) sebagai berikut : Program dapat didefiniskan sebagai sebuah rencana komperehensif yang meliputi penggunaan macam-macem sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang terintegritas dan yang menetapkan suatu urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan serta schedule-schedule waktu untuk masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan (Nuraida, 2020).
Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Menurut Makmur (2015) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanannnya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, impelementasi, dan hasil yang di capai. Menurut Makmur, efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut : 
1. Ketepatan perhitungan biaya 
Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
2. Ketepatan berpikir
Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.
3. Ketepatan tujuan 
Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
4. Ketepatan sasaran 
Penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri (Najidah & Lestari, 2019).
Efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas progran memiliki beberapa ukuran efektivitas, antara lain :
a. Pencapaian Tujuan
Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagaiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
2) Sasaran merupakan target yang kongkrit.
b. Integrasi
Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
1) Prosedur,
2) Proses sosialisasi
c. Adaptasi
Merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
1) Peningkatan kemampuan,
2) Sarana dan prasarana (Amrizal et al., 2018).
Efektivitas program ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektivitas Program Keluarga Harapan.  Menurut Budiani (2007) efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut:
1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (Nuraida, 2020).
Menurut Sutrisno (2007) Efektivitas program adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2007) ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi yaitu : 
a. Pemahaman program
Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.
b. Tepat sasaran
Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal. 
c. Tepat waktu 
Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.
d. Tercapainya tujuan 
Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.
e. Perubahan nyata 
Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana (Amrizal et al., 2018).
Berdasarkan pernyataan di atas tentang efektivitas program, penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas program adalah sejauh mana program memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen di atas merupakan elemen yang mendukung pelaksanaan program dan juga menentukan keberhasilannya. 
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Bertitik tolak dari permasalahan yang menjadi acuan penelitian ini dan selanjutnya untuk membahas serta menjadi pedoman pengendalian maka penulis akan memberikan suatu konsep operasional agar arah dan tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut adalah:
a. Efektivitas Program
Yang dimaksud dengan Efektivitas Program dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengukur sejauhmana suatu Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat berjalan dengan baik dan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.
b. Program Keluarga Harapan (PKH)
Yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penelitian ini adalah sebuah program perlindungan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan tujuan membantu keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pada penelitian ini, penulis berasumsi bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal. Untuk melihat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yakni teori Sutrisno (2007) terdapat 5 (lima) indikator Efektivitas, yaitu:
a. Pemahaman program
Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Pemahaman Program merupakan adanya kemampuan di dalam diri setiap anggota organisasi dalam bertindak dan bekerja menjalankan program sesuai acuan atau pedoman yang telah ditetapkan untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang diharapkan organisasi umumnya dan masyarakat khususnya. Pemahaman program yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejauh mana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat melaluli sasaran program yang telah ditetapkan demi mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
b. Tepat sasaran
Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal. 
c. Tepat waktu 
Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.
d. Tercapainya tujuan 
Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.
e. Perubahan nyata 
Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.
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Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan :
a). Layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b). Beban Pengeluaran dan pendapatan keluarga;
c). Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga;
d). Mengurangi kesenjangan; dan
e). Mengenalkan manfaat produk dan jasa.
Teori Efektivitas Program menurut (Sutrisno, 2007) :
1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata















Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Dumai
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Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitan adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang terletak di Jl Tuanku Tambusai, Bagan Besar,Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adalah Dinas Sosial Kota Dumai memiliki fungsi yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
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Menurut Sugiyono (2007) populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2007) menjelaskan definisi sampel sadalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013).
Dalam hal ini peneliti memerlukan Informan yang mempunyai pemahaman yan berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang berguna untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Informan yang diambil peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur, yaitu Pegawai Dinas Sosial Kota Dumai yang memahami Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Adapun untuk penentuan sampel (Informan) yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2007) Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh penelti (Sugiyono, 2013). Adapun alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti ingin mengumpulkan informan yang memiliki informasi relevan dan mengetahui tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan berbagai pertimbangan peneliti. 
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Informan Penelitian
	No
	Informan
	Jumlah

	1. 
	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	1

	2. 
	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	1

	3. 
	Koordinator Kota PKH
	1

	4. 
	Pendamping Sosial PKH Kota Dumai
	1

	5. 
	Penerima KPM PKH Kota Dumai
	4

	Jumlah
	8


	Sumber : Data Olahan Peneliti 2024
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Jenis data yan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman suara dan gambar. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat dipoeroleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis dan sumber data dalam mengumpulkan informasi yang akan dilakukan peneliti, antara lain:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara langsung  dengan informan yang telah ditentukan yang berhubungan dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Dumai. 
2. Data sekunder 
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) Data sekunder yaitu sumber data secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperlukan untuk mendukung pencarian secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari dokumen penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan maupun kota, dokumen jumlah penerima manfaat PKH, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
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1. Observasi 
Observasi yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan. 
Menurut Sutrisno Hadi (1986) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada Dinas Sosial Kota Dumai.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
Bentuk instrumen interview merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian (Sahir, 2022).
Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasih atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Elfrianto & Lesmana, 2022).
3. Dokumentasi 
Dokumentasi menurut sugiyono (2007) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudia ditelaah (Sugiyono, 2013).
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu Data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data Kualitatif model interaktif yang terdiri dari :
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil. Berbagai metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada ternan atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Amrizal et al., 2018).
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Pada tahap reduksi data, penulis akan memilih dan memfokuskan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait efektivitas PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan, data-data yang diperlu digunkan selanjutnya akan dikumpulkan dengan data-data yang sejenis dan dikodifikasikan sehingga mempermudah dalam penggunaan data.
3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Amrizal et al., 2018). 
Pada tahap penyajian data ini peneliti menyusun urutan hasil wawancara dan data yang diperoleh untuk kemudian dinarasikan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan Kesimpulan adalah proses yang digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi dan menjabarkan hasil dari analisis tersebut. Dalam penarikan kesimpulan, analis membandingkan data yang dikumpulkan dengan teori atau hipotesis awal, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan, untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan spesifik tentang hasil analisis. Kesimpulan ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau mengembangkan strategi yang lebih efektif. Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti melakukan verifikasi data dan jawaban wawancara untuk memastikan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.
Adapun yang menjadi komponen dalam analisis data menurut Miles and Huberman (1984) dapat peneliti sajikan dalam bentuk gambar berikut ini:
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Sumber : (Sugiyono, 2013)
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Dinas Sosial Kota Dumai merupakan instansi yang relatif baru dirintis, namun dengan berjalannya waktu dan proses yang terus dijalankan Dinas Sosial Kota Dumai telah banyak berbuat untuk mengelola lingkungan masyarakat, hasil utama pengembangan Dinas Sosial ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian dikalangan masyarakat. Sebelum berdiri secara mandiri, fungsi dan tugas Dinas Sosial masih berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai. Baru pada tahun 2008, Dinas Sosial Kota Dumai resmi berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai.
Sejak berdiri, Dinas Sosial Kota Dumai telah dipimpin oleh beberapa pejabat, di antaranya Drs. Amiruddin, MM (2008-2010), Ishak Efendi (2010-2011), Fazwir, S.Sos (2011-2012), Dermawan, S.Sos (2013-2014), Drs. Chairuddin Adnan (2014-2017), Bambang Hardianto, SH (2017-2018), Hasan Basri, S.KOM (2018-2021), dan drg. Hermiyati yang menjabat sejak 2022 hingga sekarang. Pergantian kepemimpinan ini turut membawa dinamika dalam pengembangan program-program sosial di Kota Dumai. Pada tahun 2022, Dinas ini mengalami perubahan nama menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Perubahan ini menandai perluasan tugas dan fungsi, tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, seperti layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta program-program pemberdayaan sosial dan masyarakat.
Visi yang hendak diwujudkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah “Terwujudnya Khidmat sosial yang transparan dan akuntabel”. Sesuai dengan visi tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Secara Profesional.
2. Mengembangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Mengembangkan pelayanan Informasi pada Masyarakat.
4. Mengedepankan Keterbukaan dalam Proses Pelayanan.
5. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Jangkauan Pelaksanaan Pelindungan dan Jaminan Sosial.
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Struktur Organisasi adalah suatu susunan komponen unit-unit kerja dalam suatu organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dalam menjalankan kegiatan operasional dalam sebuah organisasi/instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan, struktur sendiri menggambarkan dengan jelas antara pemisah kegiatan pekerjaan anatar satu dengan yang lainnya. Secara sederhana, struktur organisasi adalah diagram atau sistem yang menunjukkan hierarki jabatan dan fungsi dalam organisasi, termasuk siapa melapor kepada siapa dan bagaimana keputusan dibuat. Biasanya, struktur organisasi ditampilkan dalam bentuk bagan yang memperlihatkan posisi-posisi jabatan mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf di bawahnya, lengkap dengan deskripsi tugas masing-masing bagian atau departemen.
Struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga karena berperan sebagai kerangka yang mengatur hubungan dan pembagian tugas antar anggota organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, setiap individu mengetahui peran, tanggung jawab, serta wewenangnya secara jelas, sehingga meminimalisir tumpang tindih pekerjaan dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, struktur ini membantu dalam koordinasi dan komunikasi antar bagian atau departemen, sehingga alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, fungsi struktur organisasi adalah menciptakan keteraturan dalam operasional organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal.
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Bencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibawah ini :
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Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
KEPALA DINAS



	
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN



BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG REHABILITAS SOSIAL



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



UPT


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
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Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  Kota Dumai:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas.  Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Sekretariat adalah unit kerja dalam sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengelolaan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional organisasi tersebut. Dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat bertugas membantu pimpinan dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi, serta mengelola surat-menyurat, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, hukum, dan urusan umum lainnya. 
Untuk melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan Reformasi Birokrasi, Road Map dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
e. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntasi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g. Penataan organisasi dan tata laksana;
h. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
i. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :
a). Subbagian Ketatausahaan
Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
Uraian tugas Subbagian Ketatausahaan, sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan;
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Sosial. Uraian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza diluar Panti Sosial; dan
c. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ketempat asal.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berfokus pada pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Sosial. Tujuan utama pemberdayaan sosial adalah membangun kemampuan masyarakat agar mampu mandiri, mengubah perilaku sosial yang kurang produktif, dan mengorganisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional; dan
d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat. 
Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, kerjasama serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi  Tepat Guna (TTG)
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;dan
f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

7. UPT
UPT, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
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Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tersebut. 
Keadaan dan Komposisi pegawai pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) yang bekerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat di bawah ini:

1. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian pekerjaan dlam organisasi biasanya dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan masing-masing memiliki kerja yang berbeda.
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan jenis kelamin di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
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Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK)
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1. 
	LAKI-LAKI
	9
	28
	37
	45%

	2. 
	PEREMPUAN
	19
	26
	45
	55%

	Jumlah
	28
	54
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024
Berdasarkan Tabel IV.1 menunjukkan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) menurut jenis kelamin, dapat diketahui bahwa keseluruhan jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 82 orang. Dari jumlah tersebut, ASN berjumlah 28 orang, sedangkan TKPK mencapai 54 orang. Jika dilihat dari segi jenis kelamin, terdapat 37 laki-laki yang terdiri atas 9 ASN dan 28 TKPK, sehingga persentase tenaga kerja laki-laki mencapai 45% dari total keseluruhan. Sedangkan untuk tenaga kerja perempuan berjumlah 45 orang, terbagi menjadi 19 ASN dan 26 TKPK, dengan persentase sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam distribusi tenaga kerja di lingkungan dinas tersebut, pekerja perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki, baik pada kategori ASN maupun pada kelompok TKPK. Kondisi ini memperlihatkan dominasi tenaga kerja perempuan dalam struktur kepegawaian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2024.
2. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur
[bookmark: _Toc201157519][bookmark: _Toc206053747][bookmark: _Toc206055743][bookmark: _Toc206056981][bookmark: _Toc206059944]Dalam mencapai tujuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Daerah kota Dumai juga harus mempertimbangkan faktor usia Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada organisasi tersebut guna untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) di Indonesia menunjukkan pola umur yang khas. Data umur ASN dan TKPK di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.
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Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur
	No
	Umur
	Jumlah (Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	20-29 Tahun
	0
	14
	14
	17%

	2
	30-39 Tahun
	0
	28
	28
	34%

	3
	40-49 Tahun
	18
	11
	29
	35%

	4
	50-59 Tahun
	10
	1
	11
	13%

	Jumlah
	28
	54
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
Tabel IV.2 menyajikan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan kelompok umur. Dari total keseluruhan 82 orang, tidak ditemukan ASN yang berusia antara 20 hingga 29 tahun, sedangkan untuk TKPK pada kelompok umur tersebut tercatat sebanyak 14 orang, yang mewakili sekitar 17% dari keseluruhan tenaga kerja. Pada kelompok umur 30 hingga 39 tahun, terdapat 28 orang yang semuanya merupakan TKPK, sehingga kelompok ini menyumbang proporsi terbesar sebesar 34%. Selanjutnya, pada kelompok umur 40 hingga 49 tahun, jumlah ASN mencapai 18 orang dan TKPK sebanyak 11 orang, sehingga secara total kelompok ini terdiri dari 29 orang atau sekitar 35% dari keseluruhan tenaga kerja. Kemudian, pada kelompok umur 50 hingga 59 tahun, ASN berjumlah 10 orang dan TKPK hanya 1 orang, sehingga totalnya menjadi 11 orang yang berkontribusi sekitar 13%. Data tersebut menunjukkan bahwa ASN cenderung berada pada kelompok umur yang lebih tua, sementara TKPK lebih banyak terdapat pada kelompok umur yang lebih muda.
3. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Setiap Organisasi memerlukan anggota organisasinya yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi sutau organisasi dalam mencapai tujuan.  Secara umum, pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta kinerja ASN dan tenaga kerja kontrak dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara lebih efektif.
Latar Belakang pendidikan seorang pegawai akan dapat pula memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk itu lebih jelasnya tentang pendidikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat pendidikan
	No
	Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	S2
	6
	0
	6
	7%

	2
	S1
	13
	12
	25
	30%

	3
	D III
	5
	3
	8
	10%

	4
	SMA
	4
	39
	43
	52%

	JUMLAH
	28
	54
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
Tabel IV.3 menggambarkan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 82 orang, terdapat 6 individu berpendidikan S2 yang semuanya ASN, mewakili 7%. Kelompok S1 berjumlah 25 orang, terdiri dari 13 ASN dan 12 TKPK, atau 30% dari total. Pendidikan D III ada 8 orang, yaitu 5 ASN dan 3 TKPK (10%). Mayoritas tenaga kerja berlatar belakang SMA sebanyak 43 orang, dengan 4 ASN dan 39 TKPK, mencapai 52%. Data ini menunjukkan dominasi tenaga kerja berpendidikan SMA, sementara ASN lebih banyak berada pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
4. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Pangkat atau golongan ruang tertentu pada Aparatur Sipil Negara akan menentukan keberadaannya pada organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, pangkat golongan ruang biasanya dijadikan dasar penempatan seorang ASN dalam menduduki jabatan ataupun pertimbangan untuk promosi karir dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dicapainya dengan aturan yang berlaku.
[bookmark: _Toc201157521]Pangkat/golongan ruang ASN merupakan klasifikasi yang mencerminkan jenjang karier, tingkat gaji, dan hak-hak kepegawaian yang melekat pada posisi tersebut, sedangkan TKPK tidak memiliki jenjang pangkat/golongan tersebut karena statusnya tidak tetap dan tidak melekat hak kepegawaian yang sama seperti ASN. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang keduanya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun kondisi pegawai menurut pangkat atau golongan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Keadaan ASN dan TKPK Berdasarkan Pangkat/Golongan  Ruang
	No
	Pangkat/Golongan Ruang
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Pembina Utama Muda (IV/C)
	1
	1%

	2
	Pembina Tk. I (IV/b)
	1
	1%

	3
	Pembina (IV/a)
	2
	2%

	4
	Penata Tk. I (III/d)
	13
	16%

	5
	Penata (III/c)
	5
	6%

	6
	Penata Muda Tk. I  (III/b)
	2
	2%

	7
	Penata Muda (III/a)
	4
	5%

	8
	Non Golongan
	54
	66%

	Jumlah
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
Tabel IV.4 menyajikan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan pangkat atau golongan ruang. Dari total 82 orang, mayoritas, yaitu 54 orang (66%), berada dalam kategori non-golongan. Pangkat yang lebih tinggi, seperti Pembina Utama Muda (IV/C) dan Pembina Tk. I (IV/b), masing-masing hanya memiliki 1 orang, menyumbang 1% dari total. Terdapat 2 orang pada golongan Pembina (IV/a), yang berkontribusi 2%. Golongan Penata Tk. I (III/d) memiliki jumlah tertinggi di antara golongan ASN, dengan 13 orang (16%), diikuti oleh Penata (III/c) dengan 5 orang (6%). Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) dan Penata Muda (III/a) masing-masing memiliki 2 orang (2%) dan 4 orang (5%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja adalah non-golongan, sedangkan ASN dengan pangkat tinggi jumlahnya sedikit. 
5. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan bidang kerja menunjukkan perbedaan dalam status, hak, dan kewajiban yang melekat pada masing-masing kategori pegawai. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diangkat secara resmi oleh pemerintah dan memiliki hak serta tunjangan yang lebih lengkap, termasuk jaminan pensiun dan cuti, serta pengelolaan secara nasional melalui Komite ASN (KASN) untuk menjamin profesionalisme dan netralitas. Sementara itu, Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) berdasarkan bidang kerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja
	No
	Bagian/ Bidang
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	1
	1%

	2
	Sekretaris
	1
	1%

	3
	Bidang Sekretariat
	25
	30%

	4
	Bidang Rehabilitas Sosial
	9
	11%

	5
	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	11
	13%

	6
	Bidang Pemberdayaan Sosial
	15
	18%

	7
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	8
	10%

	8
	UPT RPSSS
	12
	15%

	Jumlah
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
Tabel IV.5 memberikan gambaran tentang keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan bidang kerja. Dari total keseluruhan 82 orang yang ada, bidang Sekretariat menjadi yang paling dominan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 25 orang, yang berarti sekitar 30% dari seluruh staf organisasi. Selanjutnya, bidang Pemberdayaan Sosial menempati posisi kedua dengan keterlibatan 15 orang atau sekitar 18% dari total tenaga kerja. Posisi ketiga diisi oleh bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri dari 11 orang atau sekitar 13%. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki kontribusi sebanyak 9 orang, yaitu sekitar 11% dari jumlah keseluruhan, sedangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat melibatkan 8 orang yang setara dengan 10%. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Sosial (UPT RPSSS) juga memberikan sumbangsih penting dengan jumlah 12 orang yang setara dengan 15% dari total tenaga kerja. Terakhir, posisi strategis seperti Kepala Badan dan Sekretaris masing-masing hanya diisi oleh satu orang saja, yang masing-masing mewakili sekitar 1% dari total jumlah staf. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai bekerja di bidang Sekretariat dan Pemberdayaan Sosial, yang menunjukkan fokus dan prioritas utama dalam struktur organisasi tersebut.
6. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Status Pangkat
[bookmark: _Toc201157523][bookmark: _Toc206053751][bookmark: _Toc206055747][bookmark: _Toc206056985][bookmark: _Toc206059948][bookmark: _Toc206698548][bookmark: _Toc207790580]Instansi pemerintah tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan status pangkat,  ASN terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus pegawai tetap, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berstatus pegawai dengan kontrak kerja tertentu. PNS memiliki status kepegawaian yang permanen hingga mencapai usia pensiun, sedangkan PPPK memiliki masa kerja yang berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja yang telah disepakati dan dapat diakhiri secara hormat setelah masa kontrak selesai. Status pangkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman dalam menjalankan tugasnya pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc209773201][bookmark: _Toc208397785][bookmark: _Toc209268153][bookmark: _Toc209636210]Tabel IV. 6 
Keadaan ASN dan TKPK Berdasarkan Status Pangkat
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	ASN
	28
	34%

	2
	TKPK
	54
	66%

	Jumlah
	82
	100%


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025
Tabel IV.6 menunjukkan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan status kepegawaian. Dari total 82 orang yang tercatat, sebanyak 28 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang jika dihitung mencapai sekitar 34% dari seluruh pegawai. Sementara itu, tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja (TKPK) lebih mendominasi jumlah keseluruhan dengan 54 orang, setara dengan 66% dari total staf. Perbedaan proporsi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara kedua kelompok, di mana tenaga kerja berstatus kontrak lebih banyak dibandingkan ASN. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan yang relatif besar terhadap tenaga kerja non-ASN dalam melaksanakan tugas serta operasional organisasi. Hal ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi dan struktur kepegawaian yang saat ini berlaku dalam organisasi tersebut.
E. [bookmark: _Toc201145591][bookmark: _Toc206012457][bookmark: _Toc206052668][bookmark: _Toc206059498][bookmark: _Toc206695520][bookmark: _Toc207789642][bookmark: _Toc208397058][bookmark: _Toc209265987][bookmark: _Toc209266379][bookmark: _Toc209266813][bookmark: _Toc209266885][bookmark: _Toc209267506]Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan dua unsur krusial yang sangat berperan dalam mendukung pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Sarana dapat diartikan sebagai berbagai jenis fasilitas atau peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu aktivitas tertentu. Sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung utama bagi sarana tersebut agar dapat beroperasi dengan baik.
[bookmark: _Toc201157524][bookmark: _Toc206053752][bookmark: _Toc206055748][bookmark: _Toc206056986][bookmark: _Toc206059949][bookmark: _Toc206698549]Sarana dan prasarana merupakan komponen krusial yang mendukung berbagai aktivitas dan fungsi dalam masyarakat. Adapun saran dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adalah sebagai berikut:
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Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	
	
	
	
	
	

	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	Sarana dan Prasaranan

	1
	Kendaraan Dinas Roda 4
	7 Unit
	7
	-
	-

	2
	Kendaraan Dinas Roda 2
	6 Unit
	6
	-
	-

	3
	Scaner
	1 Unit
	1
	-
	-

	4
	Komputer
	80 Unit
	40
	-
	40

	5
	Laptop/Netbook
	15 Unit
	13
	-
	-

	6
	Printer
	70 Unit
	40
	-
	30

	7
	Mesin Foto Copy
	2 Unit
	2
	-
	-

	8
	Mesin Perforasi
	1 Unit
	1
	-
	-

	9
	Mesit Genset
	3 Unit
	3
	-
	-

	10
	Mesin Ketik Manual
	2 Unit
	2
	-
	-

	11
	Meja Setengah Biro
	44 Buah
	44
	-
	-

	12
	Meja Satu Biro
	2 Buah
	2
	-
	-

	13
	Meja Pelayanan
	2 Buah
	2
	-
	-

	14
	Kursi Kerja
	45 Buah
	45
	-
	-

	15
	Kursi Rapat
	1 Set
	1
	-
	-

	16
	Kursi Tamu
	1 Set
	1
	-
	-

	17
	Lemari Arsip
	10 Buah
	10
	-
	-

	18
	Air Conditioner (AC)
	25 Unit
	25
	-
	-

	19
	Televisi
	3 Unit
	3
	-
	-

	20
	Kulkas
	1 unit
	1
	-
	-

	Gedung

	21
	Gedung Aula Pertemuan
	1 Unit
	1
	-
	-

	22
	Gedung Rumah Singgah
	1 Unit
	1
	-
	-


Sumber Data : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tabel IV.7 menyajikan informasi mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Tabel ini mencakup dua kategori utama, yaitu perlengkapan kantor dan gedung. Pada kategori perlengkapan kantor, terdapat 12 jenis barang, seperti komputer, kursi ruang tunggu, dan printer. Dari total persediaan, sebagian besar berada dalam kondisi baik, meskipun terdapat beberapa barang yang rusak, seperti komputer dan kursi kerja. Misalnya, dari 20 komputer, hanya 18 yang dalam kondisi baik, sementara 2 lainnya mengalami kerusakan.
Dalam rangka mencapai keberhasilan peningkatan pelayanan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terciptanya ketertiban di wilayah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, pemberi pelayanan harus memperhatikan Sarana dan Prasarana yang ada agar kegiatan administrasi pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan pola profesionalisme kerja yang dilaksanakan sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan.
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[bookmark: _Toc206012460][bookmark: _Toc206052671][bookmark: _Toc206059501][bookmark: _Toc206695523][bookmark: _Toc207789645][bookmark: _Toc208397061][bookmark: _Toc209265990][bookmark: _Toc209266382][bookmark: _Toc209266816][bookmark: _Toc209266888][bookmark: _Toc209267509](STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT KOTA DUMAI)
A. [bookmark: _Toc206012461][bookmark: _Toc206052672][bookmark: _Toc206059502][bookmark: _Toc206695524][bookmark: _Toc207789646][bookmark: _Toc208397062][bookmark: _Toc209265991][bookmark: _Toc209266383][bookmark: _Toc209266817][bookmark: _Toc209266889][bookmark: _Toc209267510]Identitas Informan
Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak-pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Koordinasi Kota PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Penerima PKH di Kota Dumai.
Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan status informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :
1. Jenis Kelamin Informan
Informan terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Koordinasi Kota PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Penerima PKH itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih berdasarkan beberapa kategori, salah satunya adalah jenis kelamin.
Pembagian informan berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan sudut pandang dan pengalaman dari laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini penting karena perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi pengalaman, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh para informan.
[bookmark: _Toc206053761][bookmark: _Toc206055788][bookmark: _Toc206056994][bookmark: _Toc206059953]Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan status informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209773205][bookmark: _Toc206698566][bookmark: _Toc207790603][bookmark: _Toc208397791][bookmark: _Toc209268163][bookmark: _Toc209636214]Tabel V. 1 
Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Informan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	Laki-Laki
	2
	25 %

	2.
	Perempuan
	6
	75 %

	Jumlah
	8
	100 %


Sumber  Data : Hasil Penelitian Lapangan 2025
2. Tingkat Pendidikan Informan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan informan, semakin tinggi tingkat pendidikan informan maka jumlah jawaban dan penjelasan yang diberikan pada rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti semakin banyak dan semakin baik. Dari hasil penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai maka dapat diketahui tingkat pendidikan informan pada tabel dibawah ini:
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[bookmark: _Toc209773206][bookmark: _Toc209268164][bookmark: _Toc209636215]Tabel V. 2 
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Informan
	Persentase (%)

	1. 
	Tidak Sekolah
	2
	25 %

	2. 
	SMA
	2
	25 %

	3. 
	Sarjana (S1)
	3
	37,5 %

	4. 
	Magister (S2)
	1
	12,5 %

	Jumlah
	8
	100 %


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2025
3. Umur Informan
Umur merupakan salah satu variabel penting karena dapat mempengaruhi sudut pandang, pengalaman, serta respons yang diberikan oleh para informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, informan yang dipilih berasal dari berbagai rentang usia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam dan komprehensif.
Informan dengan usia yang lebih muda cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif dan terbuka terhadap inovasi dalam program pemberdayaan, sedangkan informan yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman yang lebih panjang dan mendalam terkait pelaksanaan program serta tantangan yang dihadapi selama ini. Dengan demikian, perbedaan usia di antara para informan memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis efektivitas dan hambatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai.
[bookmark: _Toc206053763][bookmark: _Toc206055790][bookmark: _Toc206056996][bookmark: _Toc206059955][bookmark: _Toc206698568][bookmark: _Toc207790605][bookmark: _Toc208397793]Adapun jumlah informan berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut ini:

[bookmark: _Toc209773207][bookmark: _Toc209268165][bookmark: _Toc209636216]Tabel V. 3 
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Umur
	Informan
	Persentase (%)

	1. 
	31-40 Tahun
	1
	12,5 %

	2. 
	41-50 Tahun
	3
	37,5 %

	3. 
	51-60 Tahun
	3
	37,5 %

	4. 
	71-80 Tahun
	1
	12,5 %

	Jumlah
	8
	100


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
4. Status Informan 
[bookmark: _Toc206053764][bookmark: _Toc206055791][bookmark: _Toc206056997]Pembedaan status informan antara pegawai dan penerima PKH sangat penting untuk melihat perbedaan persepsi, pengalaman, serta kebutuhan antara pelaksana kebijakan dan penerima manfaat. Hal ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai. Status informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Koordinator Kota PKH, Pendamping PKH serta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai. Pembagian ini penting untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk melihat status informan dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut ini:
[bookmark: _Toc209773208][bookmark: _Toc206059956][bookmark: _Toc206698569][bookmark: _Toc207790606][bookmark: _Toc208397794][bookmark: _Toc209268166][bookmark: _Toc209636217]Tabel V. 4 
Status Informan
	No
	Informan
	Status

	1. 
	Drg. Hermiyati
	Kepala Dinas DINSOSPM

	2. 
	Juliadi, S.Kep, M.IP
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

	3. 
	Dedi Sarianto Harahap
	Koordinator Kota PKH

	4. 
	Eliza Wati, S.T
	Pendamping Sosial PKH

	5. 
	Hervanida Juwita
	Keluarga Penerima Manfaat PKH

	6. 
	Desmawati
	Keluarga Penerima Manfaat PKH

	7. 
	Darti
	Keluarga Penerima Manfaat PKH

	8. 
	Kamsiah
	Keluarga Penerima Manfaat PKH


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
B. [bookmark: _Toc206052673][bookmark: _Toc206059503][bookmark: _Toc206695525][bookmark: _Toc207789647][bookmark: _Toc208397063][bookmark: _Toc209265992][bookmark: _Toc209266384][bookmark: _Toc209266818][bookmark: _Toc209266890][bookmark: _Toc209267511]Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementrian Sosial dengan tujuan jangka panjang program untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi beban RTM dan mempermudah akses kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Setiap anggota keluarga dari RTM yang menerima bantuan ini diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Penerima bantuan PKH ditargetkan pada Rumah Tangga Miskin yang memenuhi kriteria di beberapa komponen, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan bagi lansia berusia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan menggunakan teori Sutrisno (2007) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
1. Pemahaman program
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :
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“Bagaimana Dinas Sosial memberikan pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) terutama dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?” Kepala Dinas Menjawab : “Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan sekaligus edukasi kepada penerima manfaat melalui pendamping PKH. Pendamping ini mengadakan pertemuan rutin untuk menjelaskan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun, kehadiran peserta terkadang terbatas karena kesibukan, sehingga pendamping harus aktif mengajak mereka untuk berpartisipasi.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)

Selanjutnya penulis melakukan wawanacara dengan Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, memberikan pendapat serupa dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengatakan sebagai berikut : 
[image: ]
“Setiap bulan, pendamping mengadakan pertemuan kelompok untuk menjelaskan program PKH, Sementara saya yang bekerja di Dinas Sosial lebih bertanggung jawab pada monitoring dan evaluasi, yaitu memeriksa pelaksanaan serta hasil dari program tersebut.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul:10.00 WIB)
Demikian pula, terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut:
 “Jadi intinya PKH ini tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan dari generasi ke generasi. Khususnya dari sisi pendidikan, kita fokus supaya anak-anak dalam keluarga penerima manfaat PKH gak putus sekolah. Minimal mereka harus sampai SMA dulu, supaya mereka bisa punya bekal pendidikan yang lebih baik dari orang tua mereka. Kalau ada rezeki dan kesempatan, mereka juga bisa dapat bantuan beasiswa KIP untuk lanjut kuliah. Untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, penerima PKH ini diwajibkan untuk ikut layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Jadi, kalau anak atau ibu hamilnya sakit, mereka bisa periksa ke puskesmas atau rumah sakit tanpa mikir biaya karena sudah ada jaminan kesehatan. Jadi semua bantuan yang diterima itu saling melengkapi, bukan cuma uang tapi juga layanan kesehatan sama pendidikan.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB).
Demikian pula, terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
 “Jadi, sebagai pendamping PKH, tugas saya itu bantu keluarga yang dapat bantuan PKH supaya mereka ngerti apa sih tujuan program ini. Yang paling penting, kita ingetin mereka kalau bantuan PKH itu bukan cuma menerima uang, tapi ada kewajiban dan tujuan supaya kondisi keluarganya bisa makin baik ke depannya. Misalnya, di bagian Pendidikan, kita jelasin kenapa anak-anak harus terus sekolah dan kita juga pantau anak-anak sekolah lewat data dari dapodik. Nah, di bagian Kesehatan, kita dorong ibu hamil dan anak bayi atau balita supaya rutin cek kesehatan di posyandu atau puskesmas supaya mereka sehat. Terus, di bagian Kesejahteraan Sosial, buat lansia dan penyandang disabilitas berat, kita jelasin gimana mereka bisa pakai bantuan itu buat kebutuhan sehari-hari. Pokoknya, saya selalu ikutin aturan dari KEMENSOS supaya informasi yang saya kasih sesuai dan jelas.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara yang di informasikan oleh Para Pegawai Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping sosial PKH Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melalui pendamping PKH aktif memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka menjelaskan pentingnya pendidikan agar anak-anak tidak putus sekolah, mendorong kesehatan dengan mengikuti layanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas, serta memastikan kesejahteraan sosial khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas. Pendamping mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan keluarga memahami tujuan bantuan bukan cuma soal menerima uang, tapi ada kewajiban supaya kondisi keluarga bisa lebih baik. Dinas Sosial sendiri juga melakukan monitoring dan evaluasi agar program berjalan sesuai rencana. Intinya, PKH ini membantu memutus mata rantai kemiskinan dengan dukungan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang saling melengkapi.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
“Apakah Ibu sudah diberikan pemahaman dari Program PKH Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tentang adanya layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?” Ibu Eva menjawab: “Ya, Alhamdulillah saya sudah mendapat penjelasan dari pendamping PKH. Pendamping itu menjelaskan tentang tiga jenis komponen dari bantuan PKH, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Saya menerima bantuan pada komponen pendidikan, dan pendamping menjelaskan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak, seperti membeli seragam, buku, atau perlengkapan sekolah lainnya. Jadi saya benar-benar mengerti maksudnya." (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula, terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH ), beliau mengatakan sebagai berikut:
“ya, Alhamdulillah saya sudah diberi pemahaman dari pendamping PKH. Terus, dijelasin juga siapa saja yang berhak dapat bantuan ini, terus uangnya nanti buat apa, misalnya buat anak sekolah, beli buku, bayar uang sekolah, dan sebagainya. Dan dijelaskan juga kewajiban nya sebagai penerima PKH ini.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula, terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
 “Iya, kami tahu bagian-bagian dari bantuan PKH, ada bagian kesehatan itu untuk ibu hamil dan balita, bagian pendidikan untuk anak sekolah, dan bagian kesejahteraan sosial untuk lansia. Kami sering dijelaskan oleh Pendamping PKH tentang bagian dari bantuan PKH dan jumlah bantuan yang didapatkan. Mereka kasih edukasi singkat, supaya kami paham kenapa program ini dibuat dan bagaimana manfaatnya buat kami.”(Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula, terkait pemahaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH ), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
 “Iya, saya udah dapat penjelasan langsung dari pendamping PKH. Waktu pertemuan bulanan, pendamping jelasin tentang program ini, jadi gak cuma dapet uang bantuan aja, tapi ada aturan dan harapan juga.”(Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, bahwa semua penerima sudah mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang cukup jelas dari pendamping PKH tentang tujuan dan cara menggunakan bantuan yang diberikan. Mereka mengerti bahwa program PKH terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan pendidikan digunakan untuk kebutuhan sekolah anak seperti buku, seragam, dan biaya sekolah. Bantuan kesehatan mendorong penerima untuk rajin membawa anak ke posyandu atau puskesmas, sementara bantuan kesejahteraan sosial digunakan untuk kebutuhan sehari-hari lansia dan penyandang disabilitas seperti membeli pampers, susu, vitamin, atau obat-obatan. Selain itu, pendamping juga menjelaskan aturan dan kewajiban penerima agar bantuan bisa tepat guna dan bermanfaat bagi keluarga. Secara keseluruhan, para penerima merasa paham dan terbantu dengan adanya pendampingan ini.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait proses sosialisasi, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana proses sosialisasi atau penjelasan yang Bapak/Ibu lakukan kepada keluarga menerima bantuan PKH?” Kepala Dinas menjawab : “Untuk sosialisasinya, tiap bulan pendamping selalu datang langsung ke rumah keluarga yang dapat bantuan. Mereka jelasin langsung, tentang program PKH ini manfaatnya apa, gimana cara ikut setiap kegiatan pendampingan, dan juga tugas-tugas yang harus dikerjain. Jadi sebenarnya sosialisasinya itu terus berjalan dan dilakukan secara langsung supaya benar-benar mengerti.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)

Demikian pula terkait proses sosialisasi, Bapak Juliadi, S.Kep, M.IP selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Sosialisasi yang dilakukan pendamping ini memberikan penjelasan detail mengenai berbagai jenis bantuan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran pendamping sangat penting untuk memastikan KPM memahami manfaat PKH serta cara memanfaatkan bantuan tersebut secara tepat.”(Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait proses sosialisasi, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Untuk sosialisasinya, kita biasa kumpulin kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan dalam pertemuan yang namanya P2K2. Sebelum keluarga itu resmi dapat bantuan, kita sosialisasi dulu di tingkat kelurahan. Jadi mereka tahu maksud program ini apa, syarat dapatnya gimana, dan tanggung jawabnya apa saja. Jadi gak cuma dikasih bantuan tanpa ngerti tujuan program ini.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait proses sosialisasi, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Biasanya, kami adain pertemuan rutin sebulan sekali yang namanya P2K2, singkatan dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Di pertemuan itu, kami kumpulin semua orang yang dapet bantuan di tiap Kelurahan. Terus di setiap Kelurahan, kami bagi jadi beberapa kelompok KPM PKH, satu kelompok isinya sekitar 30-40 orang. Dalam pertemuan itu, kami ngobrol santai sambil ngasih info terbaru dari KEMENSOS, seperti jadwal cairin bantuan, perubahan aturan, sampai tips gimana supaya bantuan PKH bisa dipakai dengan baik buat keluarga mereka. Selain itu, kami juga jelasin pentingnya jaga protokol kesehatan dan pendidikan, supaya mereka ngerti kalau bantuan ini bukan buat dipake sekali doang, tapi buat bantu mereka supaya keluarga bisa lebih mandiri di masa depan.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping Sosial PKH Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi bantuan PKH di Kota Dumai dilakukan secara rutin dan langsung oleh pendamping PKH. Pendamping biasanya datang langsung ke rumah atau mengumpulkan keluarga penerima manfaat dalam pertemuan kelompok setiap bulan. Dalam sosialisasi ini, pendamping menjelaskan manfaat program, syarat, tanggung jawab penerima bantuan, serta cara memanfaatkan bantuan dengan baik. Mereka juga memberikan informasi terbaru dan mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan pendidikan agar bantuan bisa membantu keluarga menjadi lebih mandiri ke depannya. Jadi, sosialisasi dilakukan dengan cara yang santai tapi jelas supaya penerima benar-benar paham dan tidak hanya menerima bantuan tanpa mengerti tujuannya.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait proses sosialisasi, penulis mengajukan pertamyaan sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi atau penjelasan tentang PKH setelah menerima antuan?” Ibu eva menjawab:“Biasanya dapat info itu dari ketemu langsung sama pendamping waktu pertemuan yang diadain tiap bulan. Di situ kita dikumpulin sama orang-orang yang dapet bantuan juga, terus pendamping nanya-nanya tentang bantuan PKH kita, sudah cair belum, terus keadaan keluarga kita gimana, anak-anak bersekolah apa nggak, kalau ada ibu hamil atau balita, pendamping juga nanya sudah periksa kesehatan ke posyandu belum. Jadi info itu saya dapet langsung waktu sosialisasi pertemuan rutin itu.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait proses sosialisasi, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Setelah saya resmi jadi penerima bantuan, pendamping itu ngasih tahu kalau ada pertemuan rutin yang namanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Waktu hari pertama penetapan, pendamping ngumpulin kami yang dapat bantuan terus jelasin tentang program PKH itu. Pertemuan ini diadain tiap bulan, jadi kalau ada yang belum jelas kita bisa langsung tanya sama pendamping. Jadi infonya gak cuma sekali, tapi sering diulang, dan itu sangat membantu saya supaya ngerti program ini dengan baik.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait proses sosialisasi, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Waktu itu, kita kumpul di rumah salah satu warga yang dapat bantuan PKH, terus pendamping jelasin tentang program ini, tanya apakah ada kesulitan atau masalah dengan bantuan yang kita terima. Tapi karena saya sudah sepuh dan jalannya agak susah, saya jarang ikut langsung. Biasanya saya suruh anak saya yang datang dan nanti dia kasih info ke saya. Selain itu juga, sekarang informasinya sering mereka kirim lewat WhatsApp grup, jadi kalau ada info penting, saya langsung tahu dari situ.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait proses sosialisasi, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
“Biasanya yang dibahas itu soal syarat, hak sama kewajiban kita sebagai penerima, serta cara supaya anak saya tetap sekolah dan selalu sehat. Semua itu dijelasin waktu pertemuan bulanan, yang biasanya gantian di rumah penerima lain. Selain itu, pendamping juga bilang gimana cara penyaluran bantuan supaya kita paham prosesnya” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan wawancara dengan para penerima bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program PKH dilakukan secara teratur dan langsung. Pendamping biasanya mengunjungi rumah penerima atau mengumpulkan mereka dalam pertemuan kelompok setiap bulan yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam pertemuan tersebut, pendamping memberikan penjelasan tentang manfaat program, persyaratan, kewajiban, serta cara memanfaatkan bantuan dengan baik. Selain itu, mereka juga menyampaikan informasi terbaru dan mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan serta pendidikan supaya bantuan ini benar-benar bermanfaat dan dapat membantu penerima menjadi lebih mandiri. Sosialisasi ini disampaikan dengan cara yang santai namun jelas, agar penerima benar-benar memahami tujuan program dan tidak hanya menerima bantuan tanpa pengetahuan. Informasi juga disampaikan melalui pertemuan rutin dan kadang lewat WhatsApp, sehingga penerima tetap mendapatkan update dan dapat langsung bertanya jika ada yang belum jelas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, pendamping sosial PKH, serta penerima manfaat program, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai dijalankan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dinas Sosial melalui pendamping PKH aktif memberikan pemahaman yang mendalam kepada keluarga penerima manfaat mengenai tiga komponen utama program, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Proses sosialisasi dilakukan secara rutin dan langsung, baik melalui kunjungan rumah pendamping maupun pertemuan kelompok bulanan yang dikenal dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan sosialisasi ini, pendamping menjelaskan manfaat, hak, kewajiban, serta tata cara pemanfaatan bantuan dengan cara yang santai namun jelas agar keluarga penerima benar-benar mengerti tujuan program. Sosialisasi juga didukung oleh komunikasi tambahan melalui WhatsApp untuk penyampaian informasi yang cepat dan tepat. Para penerima manfaat menyatakan bahwa mereka memahami dengan baik fungsi dan manfaat bantuan PKH, serta menyadari bahwa program ini bukan sekadar pemberian uang, melainkan sebuah upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan dukungan pendidikan agar anak tidak putus sekolah, layanan kesehatan yang mendorong pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan anak, serta dukungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Pendamping dan Dinas Sosial juga secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal. Dengan demikian, interaksi yang sinergis antara Dinas Sosial, pendamping, dan penerima manfaat menjadikan PKH di Kota Dumai sebagai program yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Secara teori, hal ini sejalan dengan konsep pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Devereux dan Sabates-Wheeler (2004). Mereka menyatakan bahwa program bantuan sosial yang efektif bukan hanya sekadar memberikan transfer dana, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan pemberdayaan yang membantu penerima manfaat memahami tujuan program, tanggung jawab mereka, serta cara mengoptimalkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Pendampingan yang intensif dan sosialisasi yang terencana berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kapasitas dan kesadaran keluarga penerima dalam menggunakan bantuan secara tepat, yang pada akhirnya mendukung upaya memutus siklus kemiskinan.
Pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai disampaikan secara aktif dan terorganisir dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH rutin mengadakan pertemuan kelompok untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah, mendorong ibu hamil dan anak balita supaya rajin mengikuti layanan kesehatan di posyandu maupun puskesmas, serta memastikan bahwa bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Sosialisasi juga menegaskan bahwa bantuan yang diberikan bukan hanya berupa uang semata, tetapi ada tanggung jawab dan tujuan untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi. Proses sosialisasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah penerima maupun melalui pertemuan kelompok yang dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan cara yang santai namun jelas, serta didukung oleh komunikasi melalui WhatsApp agar penerima selalu mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi keluarga penerima. Para penerima manfaat mengaku memahami baik fungsi dan manfaat PKH berkat pendampingan yang intensif tersebut.
Di Kota Dumai, pelaksanaan pemahaman program PKH sudah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan pendamping aktif menciptakan interaksi yang sinergis antara pemberian bantuan, edukasi, pengawasan, dan tindak lanjut. Pendekatan ini tidak hanya membuat penerima bergantung pada bantuan, melainkan juga meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara mandiri. Oleh sebab itu, PKH di Dumai berperan sebagai alat pemberdayaan sosial yang terpadu, sejalan dengan teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) yang menekankan pentingnya menggabungkan bantuan materi dengan edukasi melalui pendamping sebagai kunci keberhasilan program bantuan sosial bersyarat.
2. Tepat sasaran
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg.Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :
“Bagaimana proses yang dilakukan Dinas Sosial dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH?” Kepala Dinas menjawab: “Kalau dulu penentuan penerima PKH cuma mengandalkan data lama kayak DTKS, sekarang udah pakai sistem yang lebih teratur namanya DTSEN. Sistem ini data-datanya diambil dari BPS dan ngelompokin keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dari yang paling kurang mampu sampai yang lebih mampu dalam 10 kelompok (desil 1 sampai 10). Jadi yang masuk kelompok bawah, yaitu desil 1 sampai 4, benar-benar jadi prioritas dapat bantuan kayak PKH dan BPNT. Sedangkan keluarga di desil 5 sampai 10 biasanya dapat bantuan lain yang beda jenisnya, seperti bantuan iuran BPJS atau program kesehatan lainnya. Jadi sekarang penentuan penerima bantuan sosial itu sudah lebih jelas dan datanya juga lebih update.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)

Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
 “Jadi untuk data calon penerima bantuan, kita langsung dapat dari Kemensos. Data itu sudah gabungan dari usulan dari bawah, yaitu pendamping PKH di lapangan yang mengusulkan dari masyarakat yang ada di database DTKS (sekarang namanya DTSEN) untuk keluarga yang masih prasejahtera. Kalau ada warga yang sesuai kriteria, mereka berhak diajukan jadi penerima bantuan PKH lewat kelurahan. Lalu pihak kelurahan juga ikut cek supaya nggak ada yang dobel, misalnya warga itu sudah pernah dapat bantuan PKH atau Program Sembako.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Untuk penentuan KPM, sebenarnya data awal itu sudah dikasih oleh Kemensos lewat data DTKS dan sekarang berubah menjadi DTSEN. Jadi kami sebagai pendamping dapat misalnya 10 calon penerima. Nah, sebelum mereka benar-benar jadi penerima, kami survei langsung ke rumah mereka buat memastikan apakah keluarga itu memang berhak menerima bantuan. Kalau sudah yakin sesuai kriteria, baru deh diadakan sosialisasi di kelurahan supaya semua paham.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut : 
 “Penentuan penerima PKH itu sepenuhnya dari Kemensos. Mereka pakai data yang dulu namanya DTKS, sekarang diganti jadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Data ini berisi informasi lengkap semua orang di Indonesia yang berasal dari BPS dan instansi lain. Kami sebagai pendamping cuma mendukung keluarga yang sudah ditentukan Kemensos saja.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping sosial PKH, dapat disimpulkan bahwa Penentuan calon penerima bantuan PKH sekarang dilakukan dengan sistem yang lebih teratur dan data yang lebih update, yaitu menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang berasal dari data BPS. Dalam sistem ini, keluarga-keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya dalam 10 golongan (desil 1 sampai 10). Prioritas bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang termasuk dalam desil 1 sampai 4, yaitu keluarga yang paling kurang mampu. Data calon penerima PKH awalnya diberikan oleh Kemensos, yang menggabungkan usulan dari pendamping PKH di lapangan serta data dari DTKS/DTSEN. Setelah itu, pendamping PKH akan melakukan survei langsung ke rumah calon penerima untuk memastikan kelayakan mereka memperoleh bantuan dengan mengecek kondisi keluarga tersebut.
Selain itu, kelurahan juga berperan dalam verifikasi dan pengecekan agar tidak ada data ganda atau penerima bantuan ganda. Pendamping sosial PKH sendiri tidak menentukan penerima secara langsung, melainkan hanya mendukung dan membantu keluarga yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi, intinya penerima bantuan PKH dipilih secara sistematis berdasarkan data kesejahteraan yang valid dari pemerintah pusat, didukung survei lapangan, dan diverifikasi oleh pihak kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bantuan PKH terutama diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan sesuai kelompok ekonomi paling rendah dalam sistem DTSEN.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH ) yaitu terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
“Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan Bantuan PKH?” Ibu Eva menjawab:“Awalnya saya cerita ke RT di lingkungan saya, karena RT itu kan yang tahu kondisi warga. Saya bilang saya dan keluarga butuh bantuan, lalu RT mengusulkan nama keluarga kami ke kantor kelurahan. Setelah itu, ada tim yang datang buat verifikasi langsung ke rumah, cek apakah kami layak atau enggak. Setelah proses itu, baru deh kami mulai dapat bantuan PKH tahun ini.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)

Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Awalnya saya ajukan sendiri ke dinas sosial karena ekonomi saya susah. Saya cuma bisa nyulam jahit jahitan kecil, tapi nggak tiap hari ada orderan jadi penghasilannya nggak menentu dan enggak cukup buat biaya sekolah anak saya. Apalagi saya janda, jadi agak berat. Terus saya minta solusi ke dinas sosial dan dibantu sama pendamping. Setelah dipantau dan dinilai memang perlu, akhirnya saya ditetapkan jadi penerima PKH.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Proses saya mendapatkan bantuan PKH dimulai ketika pendamping datang langsung ke rumah untuk melakukan survei dan pendataan. Mereka mengecek kondisi keluarga serta kebutuhan anak-anak saya yang perlu dibantu. Setelah itu, saya dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan.”(Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula, terkait proses dalam menentukan/ menyeleksi calon penerima bantuan PKH, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Jadi awalnya, saya dikasih tahu sama RT kalau saya terpilih jadi penerima bantuan PKH dan disuruh siapin beberapa dokumen kayak KTP, KK, surat keterangan dari kelurahan, sama lain lain. Setelah semua berkas lengkap, saya serahin ke kantor kelurahan. Beberapa hari kemudian, petugas kelurahan sama pendamping PKH datang ke rumah buat cek langsung kondisi rumah saya dan tanya-tanya tentang keadaan ekonomi sama sosial keluarga saya. Dari situ, mereka nilai apakah keluarga saya memang layak dapat bantuan atau gak, dan alhamdulillah saya resmi jadi penerima PKH. Sejak itu, pendamping terus menemani dan bantu saya sampai sekarang.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Proses mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya dimulai dengan adanya informasi atau rekomendasi dari RT atau pendamping di lingkungan setempat. Ada juga yang langsung mengajukan permohonan ke dinas sosial karena kondisi ekonomi keluarganya. Selanjutnya, petugas dari desa atau dinas sosial akan datang ke rumah untuk melakukan pengecekan dan survei, melihat langsung kondisi rumah dan kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, jika keluarga memenuhi syarat dan layak, mereka resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Selama proses ini dan pencairan bantuan, pendamping PKH selalu mendampingi dan memberikan bantuan agar bantuan berjalan lancar.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Apakah menurut Ibu penyaluran bantuan PKH sudah tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial?” Kepala Dinas menjawab: “Kalau dilihat dari aturan Permensos sih sebenarnya sudah sesuai kriteria yang ada. Tapi kalau di lapangan di Dumai agak berbeda. Misalnya, dulu orang kurang mampu biasanya tinggal di rumah panggung dengan atap dari rumbia, tapi di Dumai jarang ada yang seperti itu. Banyak yang tinggal di rumah permanen, tapi mereka nyewa, jadi meskipun rumahnya kelihatan bagus, kondisi ekonomi mereka belum tentu baik. Jadi, meskipun penyaluran bantuan secara umum sudah cukup tepat, tetap perlu dicek lagi secara menyeluruh supaya gak ada yang salah sasaran.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Menurut saya penyalurannya sudah tepat sasaran kok. Karena penilaiannya langsung disupport dan didampingi oleh pendamping PKH dari Kemensos, jadi mereka yang di lapangan benar-benar memantau agar bantuan ini benar-benar sampai ke keluarga yang memang layak dan membutuhkan.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
 “Berdasarkan pengalaman kami selama ini, kriteria penerima PKH sudah sesuai dengan sasaran, yaitu keluarga kurang mampu yang tercatat dalam data DTKS. Jenis dan jumlah bantuan diberikan berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan tiap keluarga. Jika ada keluarga yang kondisi ekonominya membaik, kami dapat mengusulkan agar mereka dikeluarkan dari program ini agar bantuan tetap tepat sasaran. Seluruh proses tersebut juga disampaikan kepada KPM yang bersangkutan dan pihak kelurahan.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Kalau menurut saya, penyaluran sudah cukup tepat sasaran karena kemensos sudah pakai data yang cukup lengkap dan valid, tinggal di lapangan kadang memang ada perbedaan karena kondisi tiap daerah berbeda. Misalnya di Kota Dumai ini, banyak KPM PKH yang ternyata rumahnya tidak memenuhi kriteria rumah panggung atau kategori miskin berat secara fisik, tapi secara ekonomi mereka memang masih kesulitan, seperti harus ngontrak rumah dengan biaya yang pas-pasan. Jadi, meskipun secara fisik terlihat rumah mereka lumayan, tapi mereka tetap butuh bantuan sosial karena pendapatan yang terbatas. Jadi, secara umum sudah tepat sasaran sesuai data, tapi pengawasan di lapangan tetap perlu.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping Sosial PKH terkait penyaluran bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran bantuan ini sudah cukup tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial. Data yang digunakan sudah lengkap dan valid karena didukung oleh pendamping PKH dan data DTKS. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa tantangan, terutama terkait kondisi ekonomi keluarga penerima yang kadang tidak terlihat dari fisik rumah mereka. Misalnya, ada keluarga yang tinggal di rumah kontrakan yang kelihatan layak tapi sebenarnya ekonominya masih sangat terbatas. Karena itu, meskipun penyaluran sudah cukup baik, perlu pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada yang salah sasaran. Jadi intinya, bantuan sudah tepat sasaran tapi pengawasan lapangan harus terus diperbaiki.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Apakah Bapak/Ibu sebagai penerima PKH memiliki daya listrik sebesar 450 volt ampere, memiliki rumah pribadi, dan memiliki pekerjaan tetap?” Ibu Eva menjawab:  “Ya betul, rumah saya ini punya sendiri, bukan ngontrak atau ngontrak, walaupun rumahnya masih sederhana, terbuat dari papan bukan batu atau bata seperti rumah lain. Kalau listrik, kami pakai 450 watt, dan pekerjaan suami saya nggak tetap, cuma buruh harian lepas, jadi gak tiap hari pasti dapat kerjaan. Makanya bantuan PKH ini penting banget buat nambah penghasilan keluarga.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Jadi, saya pakai listrik 450 watt yang biasa untuk rumah. Tapi rumahnya masih kontrakan, belum punya sendiri. Untuk pekerjaan, saya kerja sebagai penjahit di rumah, jadi penghasilan saya memang dari situ saja.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Soal listrik di rumah, daya listrik saya 450 watt. Tapi rumah saya itu ngontrak, bukan punya sendiri. Kalau kerjaan saya sih gak ada, karena saya sudah tua dan gak bisa kerja. Untuk kebutuhan makan saya biasanya ikut sama anak saya yang nanggung." (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait penyaluran bantuan PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
 “Iya, daya listrik di rumah saya 450 watt. Rumahnya bukan rumah sendiri, saya menyewa. Sedangkan pekerjaan saya sekarang hanya ibu rumah tangga.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan listrik dengan daya 450 watt di rumahnya. Namun, kebanyakan belum memiliki rumah pribadi dan masih menyewa atau ngontrak. Untuk pekerjaan, ada yang bekerja tapi penghasilannya tidak tetap, ada yang bekerja dari rumah seperti penjahit, serta ada juga yang tidak bekerja karena sudah lansia atau hanya ibu rumah tangga. Jadi, bantuan PKH sangat membantu mereka untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi yang pendapatannya tidak menentu atau tidak ada pekerjaan tetap. Bantuan ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan keluarga mereka sehari-hari meskipun kondisi rumah dan pekerjaan mereka masih sederhana.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait mekanisme pengaduan, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :
“Apakah ada mekanisme pengaduan atau verifikasi ulang bagi masyarakat yang merasa berhak tetapi belum menerima bantuan PKH?” Kepala Dinas menjawab: “Ada, masyarakat yang merasa berhak tapi belum dapat bantuan bisa langsung datang atau menghubungi pendamping di lingkungan sekitar rumah mereka. Bisa juga langsung datang ke Dinsos Kota Dumai untuk melapor. Nanti pihak pendamping atau dinas akan melakukan verifikasi ulang.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
"Pemerintah sudah menyediakan cara supaya orang yang merasa berhak tapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan bisa mengadukan hal itu. Caranya bisa lewat pendamping PKH atau datang ke kantor kelurahan. Setelah melapor, akan dilakukan pengecekan lagi untuk memastikan apakah memang benar orang itu berhak dapat bantuan atau tidak. Jadi, ada kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan melakukan pengecekan ulang supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran." (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Ada, Orang yang merasa berhak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan diri sendiri atau diajukan oleh RT/RW atau pihak kelurahan untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Dengan demikian, jika kuota penerima bantuan ditambah, data pendataan akan diperbarui oleh Kemensos berdasarkan usulan dari tingkat lapangan.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Kalau ada masyarakat yang merasa dia berhak tapi belum menerima bantuan, mereka bisa mengajukan pengaduan lewat aplikasi cek bansos yang dikeluarkan oleh Kemensos. Di aplikasi itu, mereka bisa cek status bantuan sosial dan juga mengusulkan diri untuk dimasukkan menjadi calon penerima KPM PKH. Selain pakai aplikasi, warga juga bisa langsung datang ke dinas sosial atau ke kelurahan setempat untuk mengadu, biasanya di sana ada operator khusus yang punya akses data DTSEN dan bisa membantu proses pengajuan usulan tersebut. Jadi, kalau memang ada warga yang layak tapi belum dapat bantuan, masih ada peluang untuk diperbaiki lewat jalur ini.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dan Pendamping sosial PKH dapat disimpulkan bahwa Masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan PKH bisa langsung melapor atau mengajukan pengaduan kepada pendamping PKH di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, atau melalui pihak RT, kelurahan, maupun langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Dumai. Setelah pengaduan diterima, petugas pendamping atau Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah orang tersebut layak menerima bantuan. 
Selain melalui tatap muka, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial, misalnya aplikasi cek bansos, untuk mengecek status bantuan sosial mereka serta mendaftarkan diri sebagai calon penerima PKH. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan menjalani proses verifikasi ulang agar bantuan PKH dapat disalurkan dengan tepat sasaran berdasarkan data terbaru yang diperbarui dari usulan di tingkat lapangan.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terkait mekanisme pengaduan sebagai berikut:
“Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada mekanisme pengaduan atau verifikasi ulang bagi yang merasa berhak tetapi belum menerima bantuan?” Ibu Eva menjawab: “Iya, saya tahu itu. Kalau ada masalah misalnya udah berhak tapi belum dapat, kita tinggal lapor ke pendamping PKH. Pendamping itu orangnya selalu bisa dihubungi, jadi kalau ada masalah pasti dibantu cari solusi.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Iya, saya tahu ada caranya kalau misal kita merasa berhak tapi belum dapat bantuan. Kita bisa langsung ketemu pendamping PKH atau bisa juga langsung ke dinas sosial buat tanya dan ajukan pengaduan. Kalau saya sendiri Alhamdulillah tidak pernah ada masalah, lancar-lancar aja.”(Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
“Ada, kalau ada masalah atau ada orang yang merasa berhak tapi belum dapat, bisa langsung lapor ke pendamping PKH.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait mekanisme pengaduan, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Ya, saya sudah tahu tentang itu. Kalau ada yang merasa berhak tapi belum menerima bantuan, mereka bisa langsung menghubungi pendamping PKH, atau kalau mau cara yang lebih resmi, bisa langsung ke kantor Dinas Sosial. Jadi proses pengaduannya itu gampang dan tidak rumit.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa mereka sudah memahami adanya mekanisme pengaduan atau verifikasi ulang bagi yang merasa berhak namun belum menerima bantuan. Biasanya, cara yang paling sering dilakukan adalah melapor kepada pendamping PKH karena pendamping tersebut mudah dihubungi, cepat tanggap, dan siap membantu mencari solusi. Selain itu, penerima juga memiliki pilihan untuk mengajukan pengaduan langsung ke kantor Dinas Sosial sebagai prosedur yang lebih resmi. Secara keseluruhan, proses pengaduan ini dianggap sederhana dan tidak sulit oleh para penerima bantuan. Jadi, jika ada masalah terkait bantuan PKH, penerima hanya perlu menghubungi pendamping atau Dinas Sosial agar masalahnya dapat segera diselesaikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Pendamping PKH, dan Penerima bantuan di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa proses ini sangat memperhatikan aspek tepat sasaran dengan menggunakan data valid dan sistematis bernama DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang merupakan penyempurnaan dari DTKS. Data ini berasal dari BPS dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga dalam 10 desil, di mana prioritas bantuan diberikan kepada keluarga pada desil 1 sampai 4 yang paling membutuhkan. Penentuan calon penerima juga melibatkan usulan dari pendamping di lapangan, survei langsung ke rumah calon penerima, serta verifikasi kelurahan supaya tidak ada data ganda dan bantuan benar-benar sampai pada keluarga yang berhak.
Para penerima bantuan mengonfirmasi bahwa proses mendapat bantuan dimulai dari rekomendasi RT atau pengajuan mandiri ke dinas sosial, selanjutnya dilakukan survei oleh pendamping PKH dengan pengecekan kondisi ekonomi dan sosial. Pendamping juga terus mendampingi penerima selama proses bantuan berlangsung untuk memastikan kelancaran bantuan. Adapun terkait tepat sasaran, pengelola program mengakui bahwa secara data sudah valid dan sesuai kriteria Permensos, namun di lapangan ada tantangan terkait keadaan fisik rumah yang mungkin tampak layak, padahal kondisi ekonomi keluarga masih lemah, misalnya rumah kontrakan atau rumah yang disewa dengan pendapatan tak menentu. Oleh karena itu, meskipun penyaluran sudah cukup tepat sasaran, tetap diperlukan pengawasan dan pengecekan lapangan yang teliti agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Mekanisme pengaduan pun disediakan dengan sistem terbuka, masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan dapat melapor ke pendamping PKH, RT, kelurahan, Dinas Sosial, atau melalui aplikasi resmi Kemensos. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang agar data penerima selalu diperbarui dan bantuan tetap tepat sasaran.
Penjelasan ini dapat dipahami lebih dalam dengan teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) tentang ketepatan sasaran bantuan sosial yang menekankan pentingnya penggunaan data yang andal dan sistem seleksi yang efektif untuk memastikan bantuan mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Mereka berpendapat bahwa tepat sasaran dalam program bantuan sosial bukan hanya soal data kesejahteraan ekonomi (kuantitatif), tapi juga harus melibatkan verifikasi kualitatif melalui survei langsung maupun pendampingan di lapangan guna memahami konteks sebenarnya dari penerima bantuan. Ini termasuk mengidentifikasi keadaan seperti apakah rumah yang tampak layak sebenarnya milik sendiri atau disewa, dan apakah pendapatan keluarga cukup stabil atau tidak.
Risiko salah sasaran sering muncul jika kriteria seleksi terlalu formalistik tanpa konfirmasi lapangan, sehingga penggunaan data gabungan (DTKS/DTSEN) dan survei lapangan oleh pendamping seperti di Dumai merupakan praktik baik yang mendekati ideal bagi ketepatan sasaran. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan sebagai bentuk akuntabilitas sosial agar kelompok yang berhak tapi belum tersentuh bisa didaftarkan dan diberikan bantuan. Dengan demikian, program PKH di Kota Dumai sesuai dengan prinsip-prinsip ketepatan sasaran dalam teori tersebut, yakni kombinasi data sistematis dan verifikasi lapangan yang berkelanjutan untuk menjaga integritas program dan membantu keluarga paling rentan.
3. Tepat waktu
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Pencairan dan PKH, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
 “Bagaimana sistem penjadwalan dan pencairan dana PKH di Kota Dumai? Apakah selalu berjalan sesuai jadwal?” Kepala Dinas menjawab: “Pencairan dana PKH itu sebenarnya bergantung dari kementerian sosial pusat. Di sini kami mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 4 tahap sekali pencairan dalam setahun, setiap tiga bulan sekali. Jadi tiap tiga bulan KPM menerima bantuan sesuai waktunya. Kalau soal tepat waktu, biasanya sih berjalan sesuai jadwal, tapi kadang ada juga sedikit keterlambatan sebab proses administrasi dan teknis dari pusat.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Penjadwalan dan pencairan dana PKH itu langsung dikendalikan oleh Kementerian Sosial. Jadi, kami di daerah itu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Sepanjang ini sih pencairan berjalan lancar dan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.” (Senin/ 17 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Pencairan dana PKH memang dilakukan empat kali dalam setahun. Namun, tanggal dan bulan pastinya tidak bisa dipastikan karena ditentukan oleh pihak pusat dan dana tersebut disalurkan melalui KKS (kartu ATM) atau melalui Kantor Pos jika penerima manfaat tidak memiliki rekening bank. Jadi, ada juga yang mengambil dana secara tunai langsung di kantor pos.”(Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut : 
 “Untuk jadwal pastinya, kami tidak bisa menentukan sendiri karena keseluruhan waktu pencairan diatur langsung oleh Kemensos. Memang terkadang terdapat keterlambatan yang disebabkan oleh masalah administratif atau teknis, tetapi secara umum pencairan tetap berjalan setiap triwulan meskipun waktunya bisa sedikit berubah.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan para Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendamping sosial PKH terkait pencairan dana PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PKH dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali. Namun, penentuan jadwal sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial pusat, bukan dari pemerintah daerah.
Di tingkat Kota Dumai, pihak-pihak terkait hanya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan menunggu pengumuman dari pusat. Biasanya pencairan dana berjalan tepat waktu, meskipun terkadang ada keterlambatan akibat kendala administratif atau teknis dari pusat. Penerima manfaat dapat mengambil dana melalui rekening bank mereka atau secara tunai di kantor pos jika tidak memiliki rekening bank.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH ) yaitu terkait pencairan dana PKH sebagai berikut:
“Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait jadwal pencairan dana PKH? Apakah selalu tepat waktu?” Ibu Eva menjawab: “Pencairannya tuh rutin, biasanya tiap tiga bulan sekali. Jadi saya memang nunggu aja kayaknya di bulan yang ditentukan mereka cairkan. Walaupun tanggal pastinya enggak pernah bisa kami tebak, kadang di awal bulan, kadang akhir bulan. Tapi yang penting dari tiga bulanan itu, selalu cair tepat waktu dan kami bisa manfaatin buat belanja kebutuhan anak sekolah tentunya.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),beliau mengatakan sebagai berikut:
“Dari pengalaman saya, pencairan dana PKH biasanya selalu tepat waktu. Tapi, buat tanggal pastinya pencairan itu agak susah dipastikan, karena kadang bisa mundur atau maju sedikit.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
“Untuk pencairan itu lancar dan tepat waktu. Yang penting gak telat, itu sudah cukup.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait pencairan dana PKH, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Kalau soal pencairan dana, biasanya setiap tiga bulan sekali cair. Tapi kadang tanggal atau bulan pencairannya gak selalu tepat, kadang memang kami harus sabar nunggu jadwal yang agak berubah-ubah itu.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari berbagai komponen seperti Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial (Lansia), dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PKH dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Meskipun pencairan ini berjalan teratur dan tidak mengalami keterlambatan, tanggal pastinya tidak bisa dipastikan karena sering berubah dari satu pencairan ke pencairan berikutnya. Ada yang menerima dana di awal bulan, ada juga di tengah atau akhir bulan. Oleh karena itu, para penerima bantuan harus siap dengan jadwal pencairan yang tidak selalu konsisten pada tanggal yang sama. Yang terpenting, dana bantuan selalu datang tepat waktu dalam kurun tiga bulan tersebut sehingga mereka dapat memanfaatkannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Secara umum, para penerima merasa bahwa pencairan dana PKH ini berjalan lancar dan sangat membantu, meskipun jadwal pencairannya sering berubah, mereka tetap sabar dan tidak merasa keberatan dengan hal itu.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait informasi jadwal pencairan, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan kepada penerima PKH?” Kepala Dinas menjawab: “Untuk informasi pencairan, pendamping PKH di lapangan itu yang paling aktif memberikan kabar ke penerima manfaat. Biasanya mereka kasih tau langsung saat pertemuan ataupun sambil ngobrol dengan KPM. Kadang juga KPM dapat info dari teman atau tetangga yang sudah dapat sebelumnya. Jadi informasi ini cukup cepat tersebar dari mulut ke mulut dibantu oleh pendamping.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Kalau informasi pencairan ini biasanya disampaikan oleh pendamping PKH secara langsung ke KPM. Jadi KPM dapat info terbaru dari pendampingnya tentang kapan dana bantuan akan dicairkan.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
 “Kami biasanya memberikan informasi mengenai jadwal pencairan melalui pertemuan dengan kelompok dan lewat grup WhatsApp agar pesan bisa cepat diterima oleh KPM. Dengan begitu, mereka tidak kaget saat ada pencairan atau perubahan jadwal.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut : 
 “Selain itu, para KPM PKH biasanya membentuk grup WhatsApp di antara penerima bantuan, sehingga jika ada yang sudah menerima dana, mereka akan menginformasikan kepada anggota grup lainnya agar semua tetap mendapatkan pembaruan. Dengan demikian, komunikasi berjalan secara beruntun melalui pertemuan langsung maupun grup WhatsApp.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping Sosial PKH mengenai penyampaian informasi jadwal pencairan bantuan PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran informasi berjalan dengan cukup baik dan melibatkan berbagai saluran komunikasi. Pendamping PKH memiliki peran utama sebagai penghubung langsung antara pemberi bantuan dan penerima manfaat (KPM). Mereka biasanya menyampaikan informasi secara langsung, baik saat pertemuan rutin, percakapan informal, maupun melalui kelompok penerima bantuan. Selain itu, penerima manfaat juga aktif menyebarkan informasi secara tidak formal, misalnya melalui teman atau tetangga yang sudah menerima bantuan sebelumnya, sehingga informasi dapat cepat menyebar dari mulut ke mulut.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dilakukan, terutama dengan adanya grup WhatsApp yang dibentuk oleh pendamping atau para KPM PKH. Grup ini menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kabar terbaru tentang jadwal pencairan maupun perubahan aturan yang penting bagi penerima manfaat. Pendamping sosial juga menggunakan pertemuan bulanan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi terkini secara langsung serta menerima pertanyaan dari para KPM, sehingga proses komunikasi menjadi lebih interaktif dan jelas.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terkait informasi jadwal pencairan sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH ini?” Ibu Eva menjawab: “Kalau info pencairan biasanya saya dapet dari pendamping PKH dulu. Kadang juga dari teman di grup WhatsApp yang iseng ngecek saldo ATM duluan, baru setelah itu dia kabarin yang lain kalau uangnya sudah masuk. Memang informasi itu gak satu waktu buat semua anggota, jadi ada yang dapat duluan, ada yang agak telat, tapi secara umum, kami semua akhirnya tahu juga kapan uangnya sudah ada.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Kalau soal jadwal pencairan biasanya saya dapat info dari grup WhatsApp. Dari situ biasanya ada teman atau pendamping PKH yang ngasih kabar kapan dana sudah bisa diambil.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Info tentang pencairan biasanya saya dapat dari pendamping. Tapi pendamping juga bilang kalau pencairannya tidak langsung semua dapat sekaligus dalam kelompok penerima. Misalnya, kelompok kami ada sekitar 30 orang, tapi yang cair duluan cuma sebagian dulu, setelah itu baru sebagian lagi, mungkin selang beberapa hari atau seminggu kemudian.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait informasi jadwal pencairan, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
“Kadang saya juga ngecek sendiri di ATM, karena biasanya dana masuk ke rekening lewat bank.Selain itu, saya dapat info dari komunikasi antar warga dan pendamping.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai jadwal pencairan bantuan PKH biasanya diperoleh melalui beberapa cara yang cukup sederhana dan terjadi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan mereka. Pertama, mayoritas penerima menerima informasi dari pendamping PKH yang memang bertugas memberikan kabar serta mengawasi proses pencairan dana. Pendamping ini menjadi sumber utama yang dipercaya untuk memberi tahu kapan dana sudah bisa dicairkan.
Selain itu, informasi juga didapat melalui komunikasi antar penerima, terutama lewat grup WhatsApp yang mereka gunakan untuk saling berbagi kabar. Dalam grup tersebut, ada yang secara aktif mengecek saldo ATM lebih dulu, kemudian memberitahukan teman-teman lainnya jika dana sudah masuk ke rekening mereka. Jadi, selain dari info resmi pendamping, penerima juga memiliki cara sendiri dengan memeriksa saldo langsung di ATM sebagai informasi tambahan. Namun, perlu diketahui pula bahwa pencairan dana tidak selalu dilakukan sekaligus untuk semua penerima dalam satu kelompok. Biasanya, beberapa orang menerima dana lebih awal, sedangkan yang lain harus menunggu beberapa hari bahkan sampai satu minggu berikutnya. Hal ini juga dijelaskan oleh pendamping agar para penerima tidak bingung dengan pencairan yang tidak serentak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dan Pendamping PKH serta Para penerima manfaat di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PKH dilakukan secara rutin sebanyak empat kali dalam setahun, yaitu setiap tiga bulan sekali. Jadwal pencairan ini sepenuhnya diatur oleh Kementerian Sosial pusat, sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun biasanya pencairan berjalan tepat waktu sesuai jadwal triwulan, terdapat kemungkinan keterlambatan yang disebabkan oleh proses administratif dan teknis dari pusat.
Para penerima manfaat mengonfirmasi bahwa pencairan dana berlangsung secara teratur, namun tanggal pastinya sering berubah ubah ada yang menerima di awal, tengah, atau akhir bulan triwulan. Hal ini membuat penerima harus siap dengan jadwal yang tidak selalu konsisten pada tanggal yang sama. Yang terpenting bagi mereka adalah dana bantuan datang tepat waktu dalam rentang tiga bulan sehingga dapat dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan harian.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), aspek ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting karena berdampak langsung terhadap efektivitas program perlindungan sosial. Ketepatan waktu atau timeliness dalam pencairan dana bantuan sosial adalah kemampuan program untuk mendistribusikan bantuan ke penerima pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketepatan waktu ini harus memperhitungkan periode bantuan yang direncanakan, waktu distribusi yang dijadwalkan, serta kesiapan administratif untuk menghindari kelambatan yang dapat mengurangi manfaat sosial dan ekonomi bantuan tersebut. Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) menekankan bahwa ketepatan waktu yang baik membantu penerima dalam merencanakan pengeluaran, mengelola kebutuhan rumah tangga, serta mengurangi stres dan ketidakpastian terkait keamanan finansial mereka.
Dalam konteks Kota Dumai, penerapan ketepatan waktu pencairan dana PKH sudah cukup baik karena pencairan dilakukan secara rutin setiap triwulan, meskipun tanggal pastinya bervariasi dan ada sedikit kemungkinan keterlambatan karena faktor administratif dan teknis pusat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mekanisme pencairan bersifat sentralistik dari pemerintah pusat, peran aktif pendamping dan komunikasi antar penerima melalui grup WhatsApp berkontribusi pada pengelolaan informasi waktu pencairan yang efektif. Dengan demikian, meskipun penentuan jadwal tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Dumai, ketepatan waktu secara periodik tetap terjaga yang sejalan dengan teori Devereux dan Sabates-Wheeler, di mana penting menjaga ketepatan waktu agar bantuan dapat langsung dimanfaatkan penerima sesuai kebutuhan mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan sosial sehari-hari. Kesiapan administrasi dan komunikasi yang baik di tingkat lokal menjadi faktor pendukung utama dalam mempertahankan ketepatan waktu ini serta meminimalkan dampak keterlambatan yang tidak dapat dihindari.
4. Tercapainya tujuan
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
“Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana PKH telah membantu meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH?” Kepala Dinas Menjawab : “Kalau saya perhatikan, PKH sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Anak-anak penerima bantuan lebih mudah sekolah karena ada bantuan biaya pendidikan, dan keluarga lebih rutin memanfaatkan layanan kesehatan berkat edukasi dan bantuan yang diberikan. Tapi tentu harapannya bukan cuma sampai di sini, keluarga penerima harus bisa jadi mandiri suatu saat nanti. Jadi nanti setelah anak-anak sudah selesai sekolah, mereka bisa berdiri sendiri tanpa bergantung terus pada bantuan pemerintah.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut : 
“Menurut saya, program PKH ini sangat membantu bagi KPM. Harapannya, dengan adanya bantuan PKH, kedepannya mereka bisa lebih mandiri. Jadi, pendamping PKH juga mengarahkan supaya keluarga penerima bisa graduasi atau keluar dari program ini kalau memang sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan lagi.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“PKH sangat bermanfaat karena penerima bantuan harus mendapatkan berbagai bantuan yang saling mendukung. Jadi, bukan hanya uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ada KIP untuk pendidikan dan KIS untuk layanan kesehatan. Bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, balita, dan lansia. Fokus utama bantuan ini adalah sebagai investasi untuk keluarga agar mereka menjadi lebih mandiri dan sehat.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut : 
“Berdasarkan pengalaman saya mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), mereka sangat merasakan manfaat dari program ini. Dengan demikian, secara keseluruhan program ini membantu mereka dalam memperoleh akses layanan dasar dengan lebih baik.”(Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping sosial PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan Program PKH terbukti memberikan manfaat signifikan bagi keluarga penerima dalam mempermudah akses layanan pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang disalurkan, seperti dana pendidikan serta fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), membantu anak-anak agar dapat terus bersekolah dan mendorong keluarga untuk rutin menggunakan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Selain itu, bantuan ini juga memberikan dukungan finansial yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Namun, tujuan program ini bukan hanya memberikan bantuan sementara, melainkan bertujuan untuk membantu keluarga penerima agar menjadi mandiri. Dengan adanya pendampingan dan edukasi, diharapkan keluarga-keluarga tersebut nantinya mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada bantuan dari pemerintah.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,  sebagai berikut:
“Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana bantuan PKH membantu keluarga dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya?” Ibu Eva menjawab:  “Bantuan PKH ini beneran sangat membantu keluarga kami, terutama dalam hal pendidikan anak-anak. Uangnya saya gunakan buat beli perlengkapan sekolah, seperti buku, seragam, atau kebutuhan sekolah lainnya. Jadi kebantu banget karena sebelumnya kami sering kesulitan untuk biaya sekolah. Saya manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya supaya anak-anak bisa belajar dengan tenang dan keluarga bisa hidup lebih layak.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut:
“Menurut saya, bantuan PKH sangat bermanfaat terutama untuk kebutuhan pendidikan anak anak saya. Saya berusaha memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin hanya untuk kepentingan pendidikan anak, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan sekolah.”(Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Alhamdulillah nya, dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan saya jadi lebih mudah terpenuhi. Kalau gak ada bantuan ini, mungkin saya susah buat membeli kebutuhan saya. Jadinya hidup juga jadi sedikit ringan.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait PKH dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Alhamdulillah bantuan PKH ini banyak membantu terutama untuk kebutuhan sekolah anak saya. kalau untuk kebutuhan kesehatan, biasanya saya pakai BPJS yang sudah disediakan pemerintah untuk berobat. Jadi bantuan dari PKH ini benar-benar saya manfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak supaya dia tetap sekolah dan belajar dengan baik.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH memberikan dampak yang sangat positif dalam membantu keluarga untuk mengakses layanan pendidikan serta kebutuhan sosial lainnya. Dalam komponen pendidikan, para ibu yang menerima bantuan menyampaikan bahwa dana PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti pembelian perlengkapan sekolah (buku, seragam, alat tulis) dan pembayaran biaya sekolah. Bantuan ini memungkinkan anak-anak mereka belajar dengan lebih tenang tanpa tekanan biaya yang memberatkan keluarga.
Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial, khususnya bagi para lansia, bantuan PKH membantu meringankan kebutuhan sehari-hari seperti pembelian pampers, susu, dan obat-obatan. Dengan adanya bantuan ini, penerima merasa kehidupan mereka menjadi lebih ringan dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan lebih mudah.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait perilaku positif dan kemandirian, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Apakah PKH sudah berkontribusi dalam menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat?” Kepala Dinas menjawab: “Iya, PKH sudah berkontribusi membentuk perilaku positif dan mendorong kemandirian KPM, tapi memang tantangannya adalah supaya keluarga itu tidak terus-terusan bergantung bantuan. Jadi, selain memberi dana, program ini juga berupaya mengarahkan mereka supaya kelak bisa mandiri, entah melalui pelatihan kerja, pendidikan tambahan, atau bahkan bantuan modal usaha saat sudah graduasi. Intinya, kami dorong supaya setelah beberapa waktu, mereka bisa punya pekerjaan atau usaha sendiri yang berkelanjutan, dan akhirnya benar-benar keluar dari garis kemiskinan.” (Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Sudah, mestinya PKH ini bisa mengubah perilaku KPM jadi lebih bertanggung jawab dalam pendidikan anak, kesehatan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga. Banyak KPM yang mulai berusaha mandiri setelah mendapat bimbingan dari pendamping, jadi program PKH sangat berkontribusi terhadap perubahan positif itu.” (Senin/ 28 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Sudah. Dalam setiap pertemuan rutin, kami sering menanyakan dan mendampingi mereka dalam mengelola bantuan tersebut. Ada yang menabung dan menggunakan modal itu untuk memulai usaha kecil. Beberapa sudah mampu meningkatkan kondisi ekonominya sehingga mereka memutuskan keluar dari program PKH karena merasa sudah mandiri. Inilah yang kami sebut sebagai graduasi PKH, di mana tujuan utama program ini adalah agar keluarga bisa terbebas dari kemiskinan." (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Menurut saya, PKH mulai memberikan dampak positif dalam mengubah pola pikir dan perilaku KPM. Melalui Program P2K2 yang kami laksanakan setiap pertemuan bulanan, kami menyediakan modul-modul pembelajaran yang efektif, seperti cara melindungi anak dari kekerasan, mengelola keuangan keluarga, hingga membangun usaha kecil agar mandiri. Banyak KPM yang merasakan manfaat dari materi tersebut dan secara bertahap mulai lebih terbuka untuk berwirausaha mandiri tanpa hanya mengandalkan bantuan. Selain itu, Kementerian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang memberikan tambahan modal bagi KPM PKH yang telah memiliki usaha kecil dan akan menjalani graduasi. Meskipun kuota penerimanya terbatas, program ini sangat membantu meningkatkan kemandirian KPM.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, serta Pendamping sosial PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan PKH telah memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Para narasumber sepakat bahwa PKH tidak hanya menyediakan bantuan dana, tetapi juga melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan, sehingga KPM menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pengelolaan sumber daya keluarga.
Program ini dirancang agar keluarga penerima tidak terus-menerus tergantung pada bantuan, melainkan mampu beralih menuju kemandirian lewat pekerjaan mandiri atau usaha kecil yang berkelanjutan. Pendampingan rutin seperti program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta kesempatan memperoleh modal usaha dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang siap lulus menjadi dukungan penting. Beberapa KPM berhasil memperbaiki kondisi ekonomi mereka hingga mampu keluar dari PKH karena sudah mandiri. Dengan begitu, PKH berperan sebagai alat penting dalam mengurangi kemiskinan melalui perubahan perilaku dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat di Kota Dumai.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait perilaku positif dan kemandirian sebagai berikut:
“Apakah bantuan PKH mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian dalam keluarga Bapak/Ibu?” Ibu Eva menjawab: “Iya, saya rasa ada perubahan sih. Dulu saya sering mikir gimana bayar anak sekolah kalau enggak ada bantuan, jadi kadang suka lengah buat hemat. Sekarang saya lebih rajin ngatur pengeluaran dan lebih disiplin buat nyisihin bantuan PKH supaya betul-betul dipakai buat kebutuhan anak. Suami saya juga mulai mikir buat cari kerjaan yang lebih tetap, biar tidak terlalu bergantung sama bantuan. Jadi secara perlahan kami jadi lebih mandiri dan lebih positif dalam ngatur kehidupan.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Iya benar, dengan adanya bantuan ini saya jadi termotivasi untuk lebih mandiri dan gak mau bergantung terus-terusan sama bantuan. Soalnya saya ingin usaha saya menjahit juga jadi lebih maju dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sendiri tanpa harus selalu mengandalkan bantuan dari orang lain.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Iya, saya rasa bantuan ini membuat keluarga saya lebih sadar pentingnya kesehatan. Saya juga jadi lebih semangat urus kesehatan saya dan keluarga. Meskipun kita dibantu, tapi tetap harus usaha sendiri, jadi lebih mandiri juga dalam ngatur keuangan dan kebutuhan sehari-hari.” (Jum’at/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait terkait perilaku positif dan kemandirian, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
 “Iya, saya benar-benar ngerasain perubahan yang positif. Dan saya gak terus-terusan tergantung sama bantuan dari pemerintah. Jadi, keluarga kami makin mandiri.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian pada keluarga penerima manfaat (KPM). Para KPM merasa bahwa bantuan ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam pembiayaan pendidikan anak, tetapi juga meningkatkan kesadaran serta motivasi untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan keluarga. Mereka menjadi lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran dan aktif menyisihkan dana bantuan untuk kebutuhan yang memang menjadi prioritas, khususnya pendidikan anak.
Selain itu, bantuan PKH turut memengaruhi sikap dan tindakan anggota keluarga lainnya, seperti suami yang terdorong untuk mencari pekerjaan dengan status yang lebih tetap dan stabil, sehingga ketergantungan keluarga terhadap bantuan pemerintah dapat berkurang. Dari sisi kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia, bantuan ini juga meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan membangkitkan semangat untuk tetap berusaha mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Pendamping sosial PKH, maupun Penerima bantuan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kota Dumai, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Para narasumber dari Dinas Sosial dan Pendamping PKH menegaskan bahwa bantuan yang diberikan memudahkan anak-anak dalam melanjutkan pendidikan karena adanya bantuan biaya pendidikan dan fasilitas seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta mendorong keluarga secara rutin menggunakan layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Bantuan ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian keluarga penerima, di mana mereka diharapkan tidak terus bergantung pada bantuan tetapi mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.
Secara teori, hal ini sejalan dengan pemikiran Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) yang mengemukakan bahwa program perlindungan sosial seperti PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial sementara, namun harus diarahkan untuk membangun kapasitas dan mengubah perilaku penerima agar keluar dari kemiskinan. Mereka menekankan bahwa perlindungan sosial harus mencakup aspek pemberdayaan, penguatan kemandirian, dan investasi pada sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Konsep ini menegaskan bahwa program sosial harus menjembatani kebutuhan dasar sekaligus menyediakan mekanisme untuk perubahan positif jangka panjang dalam perilaku dan kesejahteraan keluarga.
Hasil wawancara juga menunjukkan kontribusi PKH dalam membentuk perubahan perilaku positif di kalangan keluarga penerima manfaat di Dumai. Para penerima manfaat melaporkan peningkatan kesadaran dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih disiplin, pengalokasian dana bantuan khusus untuk pendidikan anak, serta motivasi untuk berwirausaha atau mencari pekerjaan lebih permanen. Pendamping sosial di Dumai juga menjalankan program pembelajaran dan pelatihan seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang efektif membekali keluarga dengan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan usaha kecil. Dukungan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga yang sudah siap bergraduasi memperkuat arah program untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Lebih jauh, penerima manfaat PKH di Dumai juga merasakan peningkatan kesejahteraan sosial berupa kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar lansia dan anak-anak. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban finansial keluarga tetapi juga memicu semangat untuk tetap berupaya mandiri. Hal ini sesuai dengan tujuan PKH yang tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga penerima dalam jangka pendek, tetapi juga menanamkan sikap tanggung jawab dan kesadaran kesehatan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik ini, PKH di Dumai dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan keluarga miskin.
Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kota Dumai menggambarkan dalam teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) secara nyata, yakni pemberian bantuan yang disertai pendampingan dan edukasi untuk mencapai perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini telah membantu memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta berkontribusi terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan pemerintah dan para penerima manfaat di lapangan. Dengan demikian, PKH menjadi alat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mengedepankan aspek pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Kota Dumai.
5. Perubahan nyata
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait perubahan kondisi ekonomi, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
“Bagaimana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengatasi permasalahan jika ditemukan penerima bantuan yang sudah tidak layak menerima (misalnya, ekonomi yang sudah membaik)?” Kepala Dinas menjawab: “Kalau ada KPM yang sudah dianggap mandiri secara ekonomi tapi masih mau tetap jadi penerima bantuan, itu memang jadi masalah kami. Biasanya pendamping, pihak RT, dan kelurahan terlibat untuk mengingatkan dan memberi pengertian bahwa sudah saatnya mereka melakukan graduasi keluar dari program PKH. Kami beri penjelasan supaya mereka paham bahwa tujuan bantuan ini memang agar mereka bisa mandiri dan nggak bergantung terus. Kalau sudah mandiri ya memang harus diberhentikan bantuannya supaya yang lain yang lebih membutuhkan bisa kebagian.”(Jum’at/ 18 Juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Bapak Juliadi, S.Kep, M. IP selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Jika ada KPM yang kondisi ekonominya sudah membaik, mereka sebenarnya bisa melakukan graduasi atau keluar dari program PKH. Kementerian Sosial menetapkan bahwa KPM harus mengisi formulir persetujuan untuk proses graduasi ini. Saat ini, dengan perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSEN, bagi KPM yang masuk dalam kategori desil 6-10 (kelompok sejahtera), sistem akan secara otomatis menentukan layak tidaknya mereka keluar dari PKH. Di tingkat Dinas Sosial, kami hanya melakukan pengawasan dan melakukan review, sementara intervensi langsung dari kami sangat terbatas karena kewenangannya sudah berada pada sistem serta Kementerian Sosial pusat.” (Senin/ 28juli 2025, Pukul: 10.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Bapak Dedi Sarianto Harahap selaku Koordinator Kota PKH Kota Dumai, memberikan pendapat serupa dengan informan sebelumnya mengatakan sebagai berikut :
“Dengan demikian, KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari program agar bantuan dapat dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan. Proses ini dilakukan secara transparan dan dilaporkan agar semua pihak dapat memantau dengan jelas.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Ibu Eliza Wati, S.T selaku Pendamping Sosial PKH, beliau mengatakan sebagai berikut : 
“Jika ditemukan KPM yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, biasanya kami mengadakan musyawarah di tingkat kelurahan atau yang sering disebut muskel. Dalam musyawarah ini, kami mengumpulkan perangkat kelurahan, pendamping PKH, serta tokoh masyarakat untuk mengevaluasi data dan kondisi KPM tersebut. Apabila memang sudah terlihat perubahan seperti perbaikan ekonomi, memiliki pekerjaan tetap, atau kondisi tempat tinggal yang lebih layak, maka kami membuat berita acara sebagai dasar pengajuan agar KPM tersebut dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Proses ini dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat serta pihak kelurahan agar keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.” (Kamis/ 17 Juli 2025, Pukul: 13.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta Pendamping sosial PKH di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap penerima bantuan PKH yang sudah tidak layak menerima karena perbaikan kondisi ekonomi dilakukan melalui proses yang melibatkan pendamping sosial, perangkat RT, dan kelurahan. Mereka bersama-sama melakukan evaluasi dan musyawarah untuk memberikan pemahaman serta melaksanakan proses pengeluaran atau graduasi bagi KPM yang telah mandiri secara ekonomi. Sistem administrasi di tingkat pusat juga telah diperbarui, di mana penentuan kelayakan dilakukan secara otomatis berdasarkan kategori ekonomi dalam sistem DTKS/DTSEN, sehingga peran Dinas Sosial Kota lebih pada pengawasan dan peninjauan. Proses pengeluaran KPM dari program dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan perangkat kelurahan agar berjalan secara adil dan akuntabel. Tujuan utama mekanisme ini adalah memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan dan mencegah ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan. Pendekatan kolaboratif ini juga bertujuan menjaga integritas pelaksanaan PKH serta memastikan sumber daya bantuan dialokasikan secara tepat kepada keluarga yang lebih berhak. Hal ini sejalan dengan evaluasi umum program PKH yang menunjukkan bahwa sistem terus disempurnakan agar data penerima valid, penyaluran bantuan tepat sasaran, dan penerima dapat keluar secara mandiri ketika kondisi ekonominya membaik. 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hervanida Juwita selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terkait perubahan kondisi ekonomi sebagai berikut:
“Apakah ada perubahan kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu sejak menerima bantuan PKH?” Ibu Eva menjawab: “Dulu sebelum dapat bantuan PKH, kadang kami susah cukupin kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau anak-anak harus sekolah. Rasanya sering tertekan karena penghasilan suami yang gak pasti setiap hari. Sekarang, sejak dapat PKH, Alhamdulillah kondisi ekonomi kami mulai lebih stabil walaupun belum besar, tapi lumayan bisa bantu beli kebutuhan sekolah dan makanan sehari-hari. Saya juga jadi lebih percaya diri karena bisa dukung anak sekolah terus tanpa harus mikir dua kali. Jadi bantuan ini benar-benar berasa dampaknya buat kami." (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Ibu Desmawati selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Alhamdulillah, sejak saya dapat bantuan PKH ini ada perubahan yang cukup berarti di keluarga saya. Khususnya untuk kebutuhan sekolah anak-anak, saya jadi bisa beli perlengkapan sekolah yang sebelumnya kadang terbatas, seperti buku tulis, buku LKS, sepatu sekolah, dan tas yang sudah rusak dan perlu diganti. Jadi bantuan PKH benar-benar membantu meringankan beban biaya kebutuhan pendidikan anak-anak saya.” (Jum’at/ 11 Juli 2025, Pukul: 16.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Ibu Darti selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Ya ada. Sebelumnya kondisi ekonomi memang agak sulit, apalagi saya sudah tua. Tapi sejak dapat bantuan PKH, kebutuhan pokok bisa terpenuhi dengan lebih mudah. Walaupun gak besar, tapi sangat membantu buat kehidupan sehari-hari.”  apalagi buat membeli kebutuhan saya yang tidak bisa dihindari.” (Sabtu/ 25 Juli 2025, Pukul: 15.00 WIB)
Demikian pula terkait perubahan kondisi ekonomi, Ibu Kamsiah selaku Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), beliau mengatakan sebagai berikut:
“Ada. Sebelum dapat bantuan, kadang kondisi ekonomi keluarga agak susah, terutama buat kebutuhan anak sekolah. Tapi setelah dapat bantuan PKH, kami bisa lebih lega karena ada tambahan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Paling nggak, anak saya gak sampai putus sekolah karena kurang biaya. Jadi bantuan ini memang berpengaruh nyata untuk kondisi ekonomi keluarga kami.” (Sabtu/ 26 Juli 2025, Pukul: 14.00 WIB)
Berdasarkan wawancara dengan sejumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan PKH memberikan pengaruh positif yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima. Para responden menyatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan PKH, mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian, khususnya kebutuhan pendidikan anak-anak seperti perlengkapan sekolah, biaya sekolah, serta kebutuhan pokok keluarga. Situasi tersebut seringkali menyebabkan tekanan dan kekhawatiran karena pendapatan keluarga yang tidak stabil.
Setelah menerima bantuan PKH, keluarga-keluarga tersebut merasakan adanya peningkatan kestabilan ekonomi meskipun jumlah bantuan yang diterima tidak besar, namun sudah cukup membantu mengurangi beban biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri pada para penerima, terutama ibu-ibu yang merasa lebih mampu untuk mendukung pendidikan anak mereka tanpa terlalu khawatir tentang keterbatasan dana. Selain itu, bagi penerima dari kelompok lansia, bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan pokok yang sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai memberikan dampak nyata dan positif terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Dari sisi pengelolaan bantuan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bersama pendamping sosial dan perangkat kelurahan secara kolaboratif melakukan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan untuk memastikan hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan yang tetap menerima bantuan. Proses pengeluaran atau graduasi dari program PKH dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat serta sistem administrasi pusat yang mengotomatisasi penilaian kelayakan berdasarkan kategori ekonomi, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Dari perspektif penerima, bantuan PKH berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga meskipun jumlahnya tidak besar, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak. Bantuan ini juga memberikan efek psikologis positif dengan menumbuhkan rasa percaya diri para ibu sebagai pengelola keluarga, sekaligus membantu kelompok lansia memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan demikian, PKH berfungsi tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendorong penerima untuk menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial.
Menurut teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), perubahan nyata pada keluarga miskin melalui program bantuan sosial seperti PKH terjadi melalui proses transisi bertahap yang disebut graduasi yakni keluarnya keluarga dari ketergantungan bantuan setelah kondisi ekonomi mereka membaik. Pendekatan ini menekankan pentingnya monitor dan evaluasi berkelanjutan agar bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang dan dapat membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi penerima. Kota Dumai menerapkan teori ini dengan cara melibatkan berbagai pihak seperti pendamping sosial, aparat kelurahan, dan masyarakat dalam musyawarah atau muskel untuk melakukan evaluasi secara transparan dan kolektif. Pendekatan ini memfasilitasi penetapan keputusan yang adil dan berbasis data kondisi nyata di lapangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta pendamping sosial PKH, terdapat perubahan nyata dalam penanganan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejalan dengan teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) mengenai mekanisme graduasi dari bantuan sosial untuk mencapai kemandirian ekonomi. Di Kota Dumai, saat penerima bantuan mengalami perbaikan ekonomi, pendamping, perangkat RT dan kelurahan secara kolaboratif melakukan evaluasi dan musyawarah untuk memastikan bahwa penerima yang sudah mandiri keluar dari program. Sistem administrasi juga mendukung mekanisme ini dengan penentuan otomatis kelayakan berdasarkan data ekonomi yang valid (DTKS menjadi DTSEN), sehingga Dinas Sosial lebih berperan sebagai pengawas dan reviewer dalam proses tersebut.
Dari perspektif pelaksanaan di lapangan, seperti disampaikan dengan rinci oleh Ibu Liza dan para pejabat lain di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, proses penggantian penerima bantuan yang sudah mandiri juga merupakan bagian dari usaha menjaga akuntabilitas dan efektivitas program. Ini dilakukan dengan transparansi dan pelaporan yang dapat dipantau publik, sehingga alokasi sumber daya bantuan sosial menjadi tepat sasaran kepada keluarga yang masih membutuhkan. Kebijakan ini mencegah pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa tujuan utama PKH yakni pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga miskin tercapai secara nyata. Dari sisi penerima bantuan, wawancara dengan ibu-ibu penerima PKH di Dumai menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi yang positif dan nyata. Mereka melaporkan peningkatan kestabilan ekonomi keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak, serta pengurangan tekanan ekonomi. 
Secara keseluruhan, di Kota Dumai telah menerapkan prinsip-prinsip teori graduasi sosial ekonomi dalam mengelola program PKH dengan proses yang partisipatif, terstruktur, dan berbasis data. Perubahan nyata yang terjadi pada penerima manfaat tampak dari peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang terjangkau oleh evaluasi berkelanjutan, serta adanya mekanisme yang memastikan keluarnya keluarga mandiri dari bantuan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bentuk bantuan sementara, tetapi juga alat pemberdayaan yang menjanjikan perubahan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif kepada keluarga penerima manfaat mengenai tujuan dan manfaat program, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH secara aktif dan rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan kelompok serta kunjungan langsung ke rumah penerima, sekaligus memanfaatkan teknologi komunikasi seperti WhatsApp agar informasi tersampaikan secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperjelas kewajiban dan aturan program bagi penerima, tapi juga meningkatkan partisipasi mereka dalam menggunakan bantuan dengan tepat. Dengan metode yang inklusif dan terstruktur, PKH di Dumai mampu membantu memutus siklus kemiskinan melalui dukungan pendidikan yang memadai, akses layanan kesehatan yang lancar, serta pemenuhan kebutuhan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Selain itu, proses penentuan dan penyaluran bantuan PKH dilakukan berdasarkan data valid dan terintegrasi dari sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bersumber dari BPS, sehingga bantuan diberikan secara akurat kepada keluarga yang paling membutuhkan. Survei lapangan oleh pendamping dan verifikasi oleh aparat kelurahan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran. Walaupun terdapat tantangan seperti kondisi ekonomi yang kadang tidak dapat dilihat dari kondisi fisik rumah, mekanisme pengaduan yang terbuka memudahkan masyarakat melaporkan jika merasa berhak tapi belum menerima bantuan. Proses ini didukung oleh kolaborasi antar pihak terkait melalui musyawarah evaluasi agar hanya keluarga yang layak yang mendapatkan bantuan, sekaligus mendorong keluarga yang sudah mandiri secara ekonomi untuk keluar dari program, sehingga sumber daya dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Dalam hal ketepatan waktu, pencairan bantuan PKH di Kota Dumai dilakukan secara rutin sebanyak empat kali setahun, meskipun tanggal pencairan dapat berubah-ubah karena pengaturan berasal dari tingkat pusat. Komunikasi yang baik antara pendamping dan penerima, termasuk penggunaan grup WhatsApp, membantu penyebaran informasi sehingga penerima dapat mengetahui jadwal pencairan dan menggunakan bantuan tepat waktu. Program ini juga berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta menumbuhkan sikap positif dan kemandirian di kalangan penerima, tercermin dari pengelolaan keuangan yang lebih baik, meningkatnya motivasi berwirausaha, dan kesadaran untuk tidak selalu bergantung pada bantuan sosial. Secara keseluruhan, PKH di Dumai berperan efektif dalam memberdayakan keluarga miskin, mengurangi kemiskinan lintas generasi, dan menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip teori perlindungan sosial dan graduasi ekonomi.
Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, model atau pola program PKH yang paling sesuai untuk diterapkan di kota tersebut adalah model “Graduasi Berkelanjutan dengan Pendampingan Intensif” sebagaimana dijelaskan dalam teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004). Model ini menekankan pentingnya tidak hanya memberikan bantuan finansial secara tepat sasaran dan tepat waktu, tetapi juga menyertai program dengan mekanisme pendampingan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, edukasi, dan evaluasi yang sistematis agar keluarga penerima manfaat dapat keluar dari ketergantungan bantuan melalui proses graduasi menuju kemandirian.
Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan pendekatan yang diharapkan telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penggunaan data yang valid dan tersusun secara sistematis melalui sistem DTSEN, yang berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada keluarga-keluarga yang paling membutuhkan dan berhak menerimanya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara rutin yang dijalankan oleh para pendamping sosial juga menjadi bagian penting dalam program ini. Para pendamping sosial memiliki peran yang sangat strategis, yaitu memberikan pemahaman yang mendalam kepada keluarga penerima mengenai tujuan dan mekanisme program PKH, memantau pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku positif. Pendampingan tersebut juga mencakup bimbingan dalam hal pengelolaan keuangan keluarga dan upaya pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Selain metode tatap muka yang dilakukan secara langsung dan melalui pertemuan rutin yang dikenal dengan nama P2K2, program ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, sebagai media komunikasi modern yang mampu memperkuat keterlibatan dan interaksi antara keluarga penerima bantuan dengan pendamping dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, proses sosialisasi dan pemantauan yang berlangsung secara berkesinambungan dan didukung oleh berbagai metode komunikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di Kota Dumai, sekaligus memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat.
Komponen utama dalam proses graduasi yang sangat ditekankan oleh Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) sudah diterapkan dengan baik di Kota Dumai. Komponen tersebut meliputi pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan, yang dilakukan secara melibatkan perangkat kelurahan, RT, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi tersebut bertujuan untuk menentukan keluarga-keluarga yang sudah mencapai kemandirian secara ekonomi sehingga dapat keluar dari program bantuan. Mekanisme evaluasi ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menjadikan program PKH sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi keluarga dalam kondisi kesulitan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga. Proses ini mencegah ketergantungan jangka panjang pada bantuan sosial dengan dukungan sistem administrasi pusat berbasis data DTSEN, sehingga penyesuaian status penerima berjalan otomatis sesuai kondisi ekonomi keluarga, memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, Model PKH di Kota Dumai mengintegrasikan bantuan tunai bersyarat, pendampingan, evaluasi, dan transparansi untuk memastikan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan akses sosial dan mendorong kemandirian keluarga penerima. Hal ini sejalan dengan teori Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) yang menekankan bahwa suksesnya program perlindungan sosial bergantung pada perpaduan antara dukungan finansial, pendampingan sosial, dan proses graduasi yang efektif. Oleh sebab itu, model "Graduasi Berkelanjutan dengan Pendampingan Intensif" ini sangat cocok dan efektif untuk diterapkan di Kota Dumai guna memutus siklus kemiskinan antar generasi.
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Program Keluarga Harapan (PKH) yang efektif dapat di terapkan Di Kota Dumai

Pemahaman Program
Tepat Sasaran

Pendampingan intensif oleh Pendamping Sosial
Identifikasi dan Validasi data calon penerima manfaat
Sosialisasi dan Edukasi rutin



Keterlibatan pihak RT/ unsur organisasi masyarakat
Penyaluran bantuan tunai bersyarat
Tepat Waktu

Perubahan Nyata

Graduasi berkelanjutan menuju kemandirian
Evaluasi berkala Kondisi ekonomi dan sosial keluarga
Tercapainya Tujuan


	
Monitoring berkelanjutan dengan Pendampingan yang intensif



Berdasarkan Bagan V.1 tersebut menggambarkan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) yang efektif untuk dapat diterapkan di Kota Dumai, melalui 5 aspek utama yaitu Tepat sasaran, Pemahaman program, Tepat waktu, Tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata. Adapun penjelasan mekanisme dapat dilihat sebagai berikut:
1. Tepat Sasaran
· Identifikasi dan Validasi data calon penerima manfaat: Program Keluarga Harapan di Kota Dumai dimulai dengan tahap identifikasi dan validasi data calon penerima manfaat secara terstruktur menggunakan data DTSEN yang dikelola oleh sistem administrasi pusat. Verifikasi lapangan melibatkan perangkat kelurahan, RT, dan pendamping PKH guna memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan tergolong sangat miskin.
2. Pemahaman Program
· Pendampingan intensif oleh Pendamping sosial: Pendampingan intensif menjadi aspek utama dalam pelaksanaan program ini, dimana pendamping sosial bertugas melakukan sosialisasi, memberikan edukasi, serta membimbing keluarga penerima mengenai hak dan kewajiban dalam PKH. Pendamping juga melakukan pemantauan secara langsung dan pertemuan rutin lewat kelompok PKH (P2K2) serta memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp untuk memperkuat dukungan dan komunikasi.
· Sosialisasi dan Edukasi rutin: Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman peserta terhadap tujuan PKH, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Tepat Waktu
· Penyaluran bantuan tunai bersyarat: Setelah data tersebut tervalidasi, bantuan tunai bersyarat disalurkan secara tepat waktu, dengan ketentuan bahwa keluarga penerima harus memenuhi persyaratan di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewajiban sosial lainnya.
4. Tercapainya Tujuan
· Evaluasi berkala kondisi ekonomi dan sosial keluarga : Evaluasi rutin kondisi sosial-ekonomi keluarga dalam PKH melibatkan pendamping sosial serta perangkat desa dan kelurahan untuk memantau perkembangan dan menentukan kebutuhan bantuan. Pendamping aktif melakukan observasi dan edukasi, sementara perangkat desa dan kelurahan memastikan data akurat. Kerja sama ini menjadikan evaluasi lebih tepat dan membantu keluarga menuju kemandirian, sehingga PKH berperan tidak hanya sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai pemberdayaan untuk mengakhiri kemiskinan.
5. Perubahan Nyata
· Graduasi berkelanjutan menuju kemandirian: Graduasi berkelanjutan dalam PKH adalah proses terarah yang membantu keluarga penerima manfaat keluar dari ketergantungan bantuan melalui pemberdayaan dan pemantauan rutin. Setelah menerima bantuan dan pendampingan, keluarga secara berkala dievaluasi untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan keuangan, dan kapasitas ekonomi agar mandiri.
· Keterlibatan pihak RT unsur organisasi masyarakat: Keterlibatan RT dan organisasi masyarakat dalam proses graduasi PKH penting sebagai pengawas dan penghubung di tingkat komunitas. RT memberikan data akurat, membantu verifikasi penerima, serta mengikuti evaluasi perkembangan ekonomi keluarga. Peran aktif mereka membuat proses graduasi lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, sekaligus mendorong partisipasi keluarga agar mandiri dan mendukung pemberdayaan sosial-ekonomi secara berkelanjutan untuk memutus siklus kemiskinan.
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai, dapat disimpulkan telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga penerima manfaat mengenai tujuan, manfaat, serta tiga komponen utama program yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping secara konsisten melakukan sosialisasi, baik melalui kunjungan rumah maupun pertemuan kelompok, serta memanfaatkan teknologi komunikasi seperti WhatsApp untuk memastikan informasi tersampaikan dengan cepat dan akurat. Tingginya tingkat pemahaman tersebut juga diakui para penerima manfaat yang memahami kewajiban dan cara penggunaan bantuan, sehingga program ini tidak sekadar pemberian dana tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian keluarga.
Dari sisi ketepatan sasaran, Seleksi dan distribusi bantuan PKH di Dumai dilakukan dengan sistem terintegrasi menggunakan data DTSEN, survei, dan verifikasi kelurahan, didukung pengaduan dan evaluasi rutin. Penyaluran bantuan berjalan triwulan dengan komunikasi aktif untuk mengatasi kendala. Program ini efektif meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sekaligus mendorong perilaku positif dan kemandirian ekonomi keluarga guna memutus siklus kemiskinan.
C. [bookmark: _Toc206012462][bookmark: _Toc206052674][bookmark: _Toc206059504][bookmark: _Toc206695526][bookmark: _Toc207789648][bookmark: _Toc208397064][bookmark: _Toc209265993][bookmark: _Toc209266385][bookmark: _Toc209266819][bookmark: _Toc209266891][bookmark: _Toc209267512]Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 
Setelah melakukan penelitian terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai), Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai), adalah sebagai berikut:
a. Adanya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai yang sudah konsisten mengadakan pertemuan kelompok yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  (P2K2) dan kunjungan rumah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pendamping ini berperan penting dalam memberikan edukasi mengenai tujuan dan kewajiban program, menjelaskan pentingnya aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta memonitor pelaksanaan program agar bantuan dapat digunakan secara optimal. 
b. Adanya Informasi mengenai program, jadwal pencairan, hak dan kewajiban penerima diberikan secara terus menerus dalam suasana yang santai dan jelas. Selain tatap muka dalam pertemuan kelompok, komunikasi juga dilakukan melalui media teknologi sederhana seperti grup WhatsApp, yang mempercepat penyebaran informasi dan menjangkau penerima dengan cepat dan efektif.
c. Adanya Penentuan penerima bantuan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bersumber dari BPS dan diperbaharui secara berkala, sehingga belum cukup dalam mengubah karakteristik kondisi sosial-ekonomi Kota Dumai.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai), adalah sebagai berikut:
a. Dalam penyaluran bantuan sudah tepat sasaran secara data, di lapangan terdapat keluarga yang tinggal di rumah kontrakan atau rumah yang tampak layak secara fisik, namun kondisi ekonomi mereka sebenarnya masih sangat sulit. Ini menyulitkan dalam penilaian kelayakan berdasarkan indikator fisik rumah sehingga perlu pengawasan lebih ketat dan verifikasi kondisi ekonomi secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
b. Jadwal pencairan dana PKH sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dan pendamping hanya dapat mengikuti tanpa kendali penuh. Kadang terjadi sedikit keterlambatan administrasi dari pusat yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pencairan bantuan yang diharapkan.
c. [bookmark: _Toc206012463][bookmark: _Toc206052675][bookmark: _Toc206059505][bookmark: _Toc206695527]Terdapat tantangan dalam mengajak penerima yang sudah membaik kondisi ekonominya untuk keluar dari program PKH. Beberapa penerima cenderung ingin terus menerima bantuan, sehingga perlu pendekatan dan edukasi yang lebih intensif agar mereka memahami tujuan program menuju kemandirian. 
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1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai berjalan efektif dengan dukungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta pendamping yang memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan dan manfaat program, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping rutin melakukan sosialisasi melalui kunjungan dan media komunikasi seperti WhatsApp. Seleksi penerima bantuan dilakukan secara terorganisir dengan data validasi yang ketat meskipun ada beberapa kendala, dan penyaluran bantuan umumnya tepat waktu. PKH tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi penerima, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian melalui pendampingan dan pelatihan, sehingga program ini berhasil memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Faktor pendukung bahwa efektivitas program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai adalah Adanya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai yang sudah konsisten mengadakan pertemuan kelompok yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  (P2K2) dan kunjungan rumah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pendamping ini berperan penting dalam memberikan edukasi mengenai tujuan dan kewajiban program, menjelaskan pentingnya aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta memonitor pelaksanaan program agar bantuan dapat digunakan secara optimal. 
3. Faktor penghambat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Dumai adalah adanya keluarga yang secara data sudah tepat sasaran, namun kondisi ekonomi sebenarnya masih sulit meski rumah tampak layak fisik, sehingga diperlukan pengawasan dan verifikasi ekonomi lebih ketat untuk menghindari kesalahan sasaran.
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1. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai perlu memperkuat pengawasan dan verifikasi kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, seperti musyawarah di tingkat kelurahan, guna memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adanya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala agar membantu mengidentifikasi sejauh mana tujuan PKH tercapai dan kendala apa saja yang dihadapi. Dengan evaluasi yang baik, perbaikan strategi pelaksanaan dan kebijakan dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga efektivitas program tetap terjaga dan berkelanjutan.
3. [bookmark: _Toc206012467][bookmark: _Toc206052679]Disarankan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kemandirian ekonomi dan pengelolaan keuangan kepada penerima manfaat, sehingga mereka terdorong untuk keluar dari ketergantungan bantuan.
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